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Buku ini merupakan hasil penelitian selama lima 
setengah bulan terkait dengan tugas karya ilmiah ketika penulis 
mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI 
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Jakarta 
pada 5 Mei sampai dengan 21 Nopember 2017 di Lemhannas 
Jakarta. Pengumpulan data dan analisis data penulis lakukan on 
going selama dalam pendidikan. Referensi utama dari buku ini 
adalah Laporan Tugas Karya Perseorangan penulis yang 
berjudul “Peningkatan Toleransi Umat Beragama untuk 
mewujudkan Stabilitas Nasional dalam rangka Ketahanan 
Nasional”. Selanjutnya penulis teliti lebih dalam, dilengkapi 
instrumen sesuai norma  penelitian, dan latar belakang 
pendidikan dan keahlian penulis maka penulis terbitkan dalam 
sebuah buku dengan judul : 
“KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI MANIFESTASI 
PENINGKATAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA UNTUK 
MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL DALAM 
RANGKA KETAHANAN NASIONAL” 
Dilatar belakangi oleh profesi penulis sebagai Dosen 
pada Universitas Bengkulu yang pada saat itu mendapat tugas 
tambahan sebagai Rektor Universitas Ratu Samban di 
Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, 
maka kumpulan data menjadi bahan primer dalam melakukan 
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analisis dengan tambahan referensi langsung dengan para 
peserta lain melalui Forum Group Discussion (FGD).  
Para peserta yang terdiri dari 56 perwira tinggi (para 
jenderal TNI dan POLRI), dan 25 dari Sipil,  memberi 
kontribusi pemikiran bagi penulis dalam menganalis pokok 
persoalan dan masalah penelitian, karena peneliti sekaligus 
penulis merupakan salah satu instrumen dalam penelitian ini.  
 Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhanas RI, Letnan 
Jenderal Purnawirawan TNI Agoes Widjojo yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA 
XXI di Lemhanas RI tahun 2017. Begitu juga kepada Komisaris 
Jenderal Polisi Arif Wachyunandi yang pada saat penulisan ini 
berkapasitas sebagai Sekretaris Utama (Sestama) sekaligus 
Ketua Kelas pada PPSA XXI. Selanjutnya juga penghormatan 
kepada Marsekal Madya Wieko Sofyan, sebagai Wakil 
Gubernur Lemhannas RI pada saat penulisan buku ini. Beliau 
juga peserta PPSA XXI seangkatan dengan penulis. Ucapan 
yang sama disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap 
kami yaitu Kisnu Haryo, S.H.,  M.A. dan tim Penguji Taskap 
serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing 
untuk membuat serta menyelesaikan taskap sampai terselesaikan 
sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas 
RI.  
 Besar harapan saya agar buku ini dapat bermanfaat 
sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, 
termasuk bagi siapa saja yang menjadi stakeholder atau barang 
kali membutuhkannya dalam rangka upaya peningkatan 
toleransi umat beragama guna mewujudkan stabilitas nasional 
dalam rangka ketahanan nasional.  
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 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan 
berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam 
melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa 
Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. 
 Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
Jakarta, Oktober 2017 
 
Penulis, 
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angsa Indonesia merupakan bangsa yang 
majemuk terdiri banyak suku bangsa,  agama 
dan adat istiadat. Lokasi kepulauan yang 
letaknya tidak sama dan berjauhan dikelilingi oleh perairan, 
selat dan samudra menciptakan keanekaragaman tingkah laku 
dan perbedaan warna kulit karena kondisi geografis. Kehidupan 
sosial beraneka ragam, bahkan tingkah laku dan cara bergaulpun 
berbeda. Dari sisi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia 
memiliki ciri khas dalam hidup bergotong royong, menyukai 
kebersamaan, dan saling hormat menghormati. Dengan banyak 
pulau menghasilkan banyak suku bangsa dan juga bahasa 
daerah. Jumlah pulau 17.504 buah, suku bangsa 1340 buah dan 
bahasa daerah 1158 buah1.  Agama yang diakui pemerintah 
berjumlah 6 terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, 
dan Khong Hucu. Di samping itu banyak sekali aliran 
kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang berasal 
dari tinggalan nenek moyang. Banyaknya adat istiadat yang 
menyebar luas memberi inspirasi terhadap simbol negara berupa 
burung Garuda yang mencengkeram pita bertulis Bhineka 
Tunggal Ika, suatu makna tentang berbeda-beda tetapi tetap satu 
jua. Keanekaragaman itulah ciri negara Indonesia yang jumlah 
penduduknya per-September 2016 sebanyak 261,1 juta jiwa 
dengan berbagai mata pencaharian baik petani, nelayan, 
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berdagang, pegawai, maupun profesional. 2  Dengan 
keanekaragaman agama dan kepercayaan tersebut, maka agama 
merupakan suatu perbedaan yang paling hakiki. Pilihan 
seseorang memeluk agama merupakan hak asasi yang paling 
asasi. Oleh karena itu perbedaan agama kadang menimbulkan 
kerentanan dan hal yang sangat sensitif sekali. Toleransi umat 
beragama merupakan suatu hal yang menarik dikaji karena 
menyangkut hak asasi yang paling fundamental tetapi 
mengandung makna yang humanis karena berada di tengah-
tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan 
bermasyarakat.  
 Kerukunan hidup antar pemeluk agama merupakan suatu 
implementasi dari ajaran setiap agama, tetapi penafsiran dan 
pelaksanaan di masyarakat terdapat kerikil tajam yang kadang 
mengadu domba sehingga terjadi konflik sosial yang 
berkepanjangan dan turun temurun. Toleransi merupakan ajaran 
untuk bertenggangrasa dan saling menghormati keyakinan dan 
keimanan orang lain. Namun demikian dalam keanekaragaman 
kehidupan bangsa Indonesia terdapat perbedaan yang kadang 
diperuncing dan diprovokasi oleh berbagai pihak baik 
perorangan maupun kelompok ataupun organisasi baik yang 
berada di internal Indonesia atau bahkan berada di luar negeri. 
Tindakan intoleransi ini dipastikan akan mengganggu stabilitas 
nasional dan apabila  stabilitas nasional tidak terjaga, maka akan 
berdampak pada ketahanan nasional. Dengan toleransi agama 
yang baik dan kondusif akan terwujud stabilitas nasional dan 
akan berpengaruh langsung dengan ketahanan nasional. 
Sebaliknya dengan adanya intoleransi maka stabilitas nasional 
terganggu dan ketahanan nasional akan melemah. 
                                                                
2
 World Bank memberikan angka survey terkait dengan jumlah penduduk 
Indonesia, diperhitungkan sampai Agustus 2017.  
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 Saat ini toleransi umat beragama terganggu dengan adanya 
paham-paham radikalisme, terorisme, dan komunisme yang 
datang dari dalam maupun luar negeri. Munculnya ISIS 
mewarnai kehidupan beragama di Indonesia, aliran atau paham  
wahabi dan salafi yang  muncul di Indonesia menjadi warna 
kehidupan beragama di Indonesia. Tatanan dan tata cara 
kehidupan beragamanya menimbulkan keresahan bagi bangsa 
Indonesia, sehingga kehidupan beragama khususnya bagi  umat 
Islam terjadi berbagai  fitnah secara internal maupun  dari 
agama lain. Adanya terorisme yang dilakukan baik dengan bom 
bunuh diri maupun perampokan dan penganiayaan dengan dalih 
jihad merebak di bumi Indonesia. Islam yang secara fitrah 
rahmatan fil alamin menjadi tercemar oleh ajaran jihad yang 
penuh kekerasan dan intimidasi. Pancasila sebagai dasar negara 
yang salah satu silanya tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, 
sebenarnya  telah memberi ruang dan ajaran  untuk memeluk 
agama masing-masing dan menjalin kerukunan. Begitu juga 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
pasal 29 telah menegaskan bahwa negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan 
kepercayaan masing-masing. Sehingga setiap warga negara 
bebas memilih agamanya sesuai dengan keinginanya dan negara 
menjamin kemerdekaan bagi para pemeluknya. Begitu juga 
dengan banyaknya suku bangsa dan agama serta kepercayaan 
yang ada di Indonesia, maka konsep Bhineka Tunggal Ika tetap 
menjadi simbol bangsa Indonesia. Meskipun suku bangsa kita 
bermacam-macam, bahasa daerah kita beraneka macam, ras atau 
warna kulit kita bermacam-macam, bahkan postur tubuhpun 
berbeda-beda antara Jawa, Melayu, Ambon, Timor, Nusa 
Tenggara, Kalimantan dan sebagainya. Begitu juga dialek 
bahasa kita sangat berbeda antara Indonesia Timur, Indonesia 
Tengah maupun Indonesia Barat. Begitu juga kondisi geografis 
kita yang berbeda-beda akan menghasilkan produk ekonomi dan 
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sosial yang beraneka ragam. Namun setidaknya hanya satu 
pilihan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   
 Beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait dengan 
intoleransi merebak setelah bangsa Indonesia menikmati masa 
reformasi. Demokrasi kita yang Pancasila mulai bergeser secara 
contents mengarah pada demokrasi liberal. Demokrasi yang 
dimaknai kebebasan, berjalan kebablasan. Akhirnya bukan lagi 
demokrasi Pancasila tetapi demokrasi liberal dalam prakteknya. 
Kasus yang terbaru misalnya kejadian tanggal 6 Desember 2016 
di Bandung terjadi pembubaran paksa acara kebaktian di 
Komplek Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), 9 Desember 2016 
sembilan warga muslim yang datang ke Kupang untuk 
mengikuti kegiatan keagaman di Atambua, Belu diusir oleh 




 Dari kejadian tersebut maka dipertanyakan peran Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), begitu juga pengawasan 
yang seharusnya dilakukan pemerintah baik melalui kebijakan 
maupun melalui penanganan langsung oleh alat negara seperti 
kejaksaan, kepolisian, dan  tentara. Selain itu moral dan mental 
bangsa kita yang pada waktu itu terkenal dengan masyarakat 
yang santun dan berakhlak mulia menjadi tergerus oleh kondisi 
global yang masuk dalam lingkungan kita.  
 Pemerintah sebagai aparatur yang mendapat legitimasi 
dalam mengatur negara, diberi kewenangan penuh untuk 
mengambil kebijakan yang dapat mewujudkan peningkatan 
toleransi, maknanya melakukan kordinasi, pengawasan, dan 
pembinaan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  
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2. Perumusan Pokok Masalah Dan Pokok-Pokok 
Persoalan 
 Berawal dari pintu demokrasi dibuka lebar dan peran 
komunikasi bebas menjelajah di bumi Indonesia, maka banyak 
sekali perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan 
beragama. Banyaknya syiar agama yang menggunakan berbagai 
media telah mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku 
kehidupan beragama. Mulai adanya aliran yang mengharamkan 
organisasi lain, kecuali organisasinya yang benar. Pelarangan 
penghormatan pada bendera merah putih, dengan dalih yang 
harus dihormati dan disembah hanya Allah, bukan benda mati. 
Banyaknya orang-orang yang telah dibaiat untuk melakukan 
suatu perbuatan yang sangat radikal, yang sebelumnya tidak 
pernah dilakukan dan banyak lagi langkah langkah yang radikal. 
Adanya razia yang mengatasnamakan operasionalisasi fatwa 
MUI oleh Organisasi Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah 
toko di Indonesia. Dari gambaran tersebut di atas bergesernya 
cara pandang yang terlihat pada perubahan sikap perilaku 
tersebut dapat diperoleh perumusan pokok masalah:  Toleransi 
umat beragama belum terbangun sebagai kesadaran 
bersama sesama warga bangsa sehingga berdampak pada 
kondisi stabilitas nasional yang terganggu yang selanjutnya 
berpengaruh atas ketahanan nasional.  
 Sedangkan pokok-pokok persoalan dari perumusan pokok 
masalah sebagai berikut: 
1. Kurang berperannya Forum Komunikasi Umat 
Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk menjadi 
naungan dalam menjaga kerukunan antar umat 
beragama.  
2. Masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap 
tindakan intoleransi yang berkembang dalam 
masyarakat.  
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3. Adanya perlakuan diskriminatif di tengah kehidupan 
masyarakat. 
4. Pengaruh Negatif Media Massa dan Media 
Elektronik dalam memberitakan informasi terkait 
dengan tindakan radikalisme dan terorisme.  
5. Kebijakan pemerintah tentang peningkatan toleransi 
yang masih perlu dilakukan penguatan. 
3. Maksud Dan Tujuan 
a. Maksud 
 Penelitian ini dimaksudkan  memberikan gambaran 
tentang bagaimana kondisi mengenai perkembangan toleransi 
umat  beragama dan pengaruhnya bagi stabilitas nasional dalam 
rangka Ketahanan Nasional. Penulisan ini akan mengupas 
tentang toleransi umat beragama, pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat pemerintah baik kejaksaan, kepolisiain atau lembaga 
lain terkait dengan tindakan intoleransi dan pengaruh media 
massa dalam memberitakan informasi yang terkait dengan 
radikalisme dan terorisme. Akhirnya diharapkan dapat 
digambarkan tentang kondisi toleransi umat beragama saat ini, 
dan kondisi yang diharapkan guna mewujudkan stabilitas 
nasional dalam rangka ketahanan nasional.  
b.  Tujuan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang 
Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan 
Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Dari 
penulisan ini dapat digali tentang kondisi Toleransi Umat 
beragama dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian diprediksi 
tentang kondisi apa yang diharapkan setelah mengkaitkan 
dengan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal 
sebagai pengaruh dalam mewujudkan toleransi umat beragama.  
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 Selanjutnya menganalisis tentang pengaruh toleransi umat 
beragama dengan stabilitas nasional. Penulis akan membuktikan 
bahwa toleransi umat beragama akan mempengaruhi stabilitas 
nasional, selanjutnya pengaruh stabilitas nasional terhadap 
ketahanan nasional. Dengan demikian dapat diperoleh jawaban 
atas pokok-pokok persoalan.  
4. Ruang Lingkup Dan Sistimatika Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Taskap ini pada Toleransi umat beragama 
yang meliputi peran Forum Komunikasi Umat Beragama 
(FKUB). Pengawasan intoleransi oleh Pemerintah baik yang 
dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemerintah 
lain, dan pengaruh media massa dalam memberitakan tentang 
tindakan radikalisme, dan terorisme.  
Fokus pengkajian ini menitik beratkan pada Toleransi 
umat beragama guna mewujudkan stabilitas nasional dalam 
rangka ketahanan nasional. 
c.  Sistimatika 
Penulisan ini disusun berdasar urutan  sebagai berikut: 
Pendahuluan, berisi tentang Kondisi Umum toleransi 
umat beragama, Perumusan Pokok Masalah dan Pokok Pokok 
Persoalan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan 
Sistematika, Metode dan Pendekatan, dan Pengertian.  
Landasan Pemikiran, berisi tentang kondisi umum 
tentang konsep pemikiran yang dirumuskan, Penjelasan 
Paradigma Nasional, Peraturan Perundang-Undangan, Landasan 
Teori yang digunakan, dan Tinjauan Pustaka yang dijadikan 
acuan dalam penelitan ini. 
Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang berpengaruh, 
berisi tentang faktor yang menyebabkan intoleransi muncul baik 
dari dalam maupun luar negeri, pemunculan kasus-kasus terkait 
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dengan intoleransi dan gambaran tentang ancaman, gangguan, 
tantangan, dan hambatan. 
Tinjauan Toleransi Umat Beragama, berisi tentang hal 
umum toleransi yang terjadi di Indonesia, Kondisi Umat 
beragama dengan berbagai contoh dan kasus yang ada di 
Indonesia. Berikutnya Analisis Implikasi Toleransi Umat 
Beragama terkait dengan Stabilitas Nasional. Selanjutnya 
Pengaruh Stabilitas Nasional terhadap Ketahanan Nasional.  
Kondisi Toleransi Umat Beragama yang diharapkan,  
berisi tentang umum yaitu bentuk Toleransi Umat Beragama 
yang ada di Indonesia, selanjutnya Toleransi Umat Beragama 
yang diharapkan, atau bentuk ideal dari Toleransi Umat 
Beragama. Analisis Toleransi Umat Beragama guna 
mewujudkan Stabilitas Nasional, dan Stabilitas Nasional yang 
berpengaruh terhadap Ketahanan Nasional. Dalam bagian ini 
juga ditampilkan Indikator Keberhasilan Peningkatan Toleransi 
Umat Beragama 
Konsepsi Pemecahan Masalah, berisi tentang penjelasan 
umum permasalahan yang terkait dengan Toleransi Umat 
Beragama. Selanjutnya dijelaskan tentang Pemecahan Masalah 
yaitu Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan 
Stabilitas Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional, dengan 
cara mendiskripsikan pula tentang Kebijakan yang diambil, 
Stategi mewujudkannya dan Upaya apa yang akan dilakukan. 
Ketiga langlah tersebut di atas melalui pendekatan unsur unsur 
Manajemen (Man, Material, Machine, Methode, Money) dan 
juga pendekatan fungsi manajemen (Planning, Organizing, 
Actuating,dan Controlling).   
Penutup, menyajikan tentang simpulan dan Saran atau 
Rekomendasi apa sebagai manifestasi dari Kebijakan 
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Peningkatan Toleransi Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas 
Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional. 
5. Metode Dan Pendekatan 
 a. Metode 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif/ Diskriptif- analisis, yaitu pengumpulan data melalui 
data kepustakaan dan melakukan analisis isi (content analysis). 
Hasil yang didapat adalah kondisi yang diharap dengan 
menganalisis data primer dan sekunder.  
 b. Pendekatan 
 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Ketahanan 
Nasional (Tannas) dengan analisis multi disiplin ilmu/ 
interdisipliner sesuai dengan landasan teori yang saya gunakan. 
Dengan perspektif Tannas maksudnya tinjauan secara implisit 
berkaitan dengan keuletan dan ketangguhan, kesejahteraan dan 
keamanan serasi, selaras dan seimbang, sinergitas dan daya 
tangkal, khususnya dalam pembahasan Toleransi Umat 
Beragama, kondisi yang diharapkan dan konsepsi. 
6. Pengertian 
a) Kebijakan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah dalam 
rangka melindungi warga negara/ masyarakatnya untuk 
mewujudkan ketentraman dan keamanan. 
b) Toleransi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu 
sikap saling menghormati dan menghargai antar 
kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau 
dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan 
terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat 
kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu 
kelompok masyarakat. 
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c) Toleransi umat beragama adalah Sikap saling menahan 
diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasan kelompok 
agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan 
dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri. 
d) Intoleransi adalah sikap kukuh untuk tidak mau 
menghargai atau menerima keyakinan orang lain dan 
hanya meyakini bahwa  dirinya  dan yang  dipahami 
adalah paling benar.   
e) Radikalisme adalah  paham atau aliran yang radikal 
dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan 
perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan 
cara kekerasan atau drastis,  sikap ekstrem dalam aliran 
politik. 
f) Terorisme adalah  adalah serangan-serangan 
terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan 
teror terhadap sekelompok masyarakat. 
g) Stabilitas Nasional adalah situasi yang stabil atau 
kondusif di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan pertahanan keamanan, terkait dengan 
menciptakan kenyamanan dalam mencapai tujuan 
nasional negara Republik Indonesia.. 
h) Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis  suatu 
bangsa yang merupakan keuletan dan ketangguhan yang 
mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam 
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan 
dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari 
luar. 
i) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah 
wadah para pemuka agama yang dibentuk oleh 
masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi / Kabupaten / Kota bersama Kemenag. Forum 
ini memiliki fungsi memediasi konflik antar umat 
beragama. Dalam tradisinya, keberadaan kepengurusan 
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FKUB daerah dikukuhkan melalui SK Gubernur/Bupati/ 
Walikota. 
j) Pengawasan pemerintah adalah suatu tindakan
pencegahan, pengendalian dan penindakan atas kejadian
yang berkaitan dengan tindakan intoleransi yang dapat
diperkirakan menimbulkan keresahan masyarakat.
k) Media informasi  adalah sarana atau  alat yang
digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber
kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-
alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio,
TV maupun elektronik seperti media on-line.
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LANDASAN PEMIKIRAN 
1. Umum
oleransi merupakan sikap yang muncul dari dalam 
diri seseorang untuk menghargai atau 
menghormati orang lain. Penghormatan dan 
penghargaan ini bisa berasal dari karakter yang muncul dari 
individu seseorang, maupun dari budaya bangsa yang terbiasa 
dengan adat istiadat untuk saling menghormati dan menghargai. 
Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang santun, 
sekaligus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap bangsa 
lain. Berkaitan dengan agama dan kepercayaan atau keyakinan 
keimanan seseorang, bangsa Indonesia terkenal dengan sebutan 
bangsa andhap asor, yaitu bangsa yang rendah hati dan tidak 
ingin menjatuhkan bangsa lain.  Banyak kepercayaan yang 
dianut oleh masyarakat di Indonesia, yang sering disebut dengan 
keyakinan/keimanan tinggalan warisan leluhur. Pedoman 
tingkah laku yang sering disebut budi pekerti menjadikan 
penuntun setiap orang untuk hormat menghormati dan sayang 
menyayangi.  
Agama merupakan ajaran yang dibawa oleh nabi dan 
diikuti oleh pengikut-pengikutnya telah berkembang banyak di 
Indonesia. Hindu merupakan agama tertua yang ada di 
Indonesia, selanjutnya Budha, Islam, Kristen, Katholik, dan 
terakhir Khong Hu chu. Meskipun ada 6 agama yang diakui di 
Indonesia, tetapi banyak hidup keyakinan atau kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa  yang ada di bumi Indonesia.  
Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim 
terbanyak di dunia, dengan 87,18 % dari jumlah penduduk 
T 
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adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas Muslim dapat dijumpai 
di wilayah barat Indonesia (seperti di Jawa dan Sumatera) 
hingga wilayah pesisir Pulau Kalimantan.  
 Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase 
penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Sekitar 98% 
Muslim di Indonesia adalah penganut aliran Sunni. Sisanya, 
sekitar dua juta pengikut adalah Syiah (di atas satu persen), 
berada di Jawa. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks 
dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut 
ke dalam kultur. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang 
orang Islam dari India tiba di pulau Sumatera, Jawa dan 
Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha, 
seperti Majapahit dan Sriwijaya, mengalami kemunduran, 
dimana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Dalam 
jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah 
ke Bali, sebagian Jawa dan Sumatera. Dalam beberapa kasus, 
ajaran Islam di Indonesia dipraktikkan dalam bentuk yang 
berbeda jika dibandingkan dengan Islam daerah Timur Tengah. 
Ada pula sekelompok pemeluk Ahmadiyah yang kehadirannya 
belakangan ini sering dipertanyakan. Aliran ini telah hadir di 
Indonesia sejak 1925. Pada 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan sebuah surat keputusan yang praktis melarang 
Ahmadiyah melakukan aktivitasnya keluar lingkup 
organisasinya. Dalam surat keputusan itu dinyatakan bahwa 
Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya.
4
 Kristen Protestan 
berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda (VOC), 
pada sekitar abad ke-16.  
 Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses 
berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di 
                                                                
4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia  




 Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada 
abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari 
Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah 
barat Papua dan lebih sedikit di kepulauan Sunda. Pada 1965, 
ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama 
dianggap sebagai orang-orang yang tidak ber-Tuhan, dan 
karenanya tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai 
warga negara. Sebagai hasilnya, Gereja Protestan mengalami 
suatu pertumbuhan jumlah anggota. Protestan membentuk suatu 
perkumpulan minoritas penting di beberapa wilayah. Sebagai 
contoh, di pulau Sulawesi, 17% penduduknya adalah Protestan, 
terutama di Tana Toraja dan Sulawesi Utara.  
 Sekitar 75% penduduk di Tana Toraja adalah Protestan. Di 
beberapa wilayah, keseluruhan desa atau kampung memiliki 
sebutan berbeda terhadap aliran Protestan ini, tergantung pada 
keberhasilan aktivitas para misionaris.
6
 Terdapat tiga provinsi 
yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, 
Sulawesi Utara, dan Papua Barat, dengan persentase berurutan 
65,48%, 63,60%, dan 53,77% dari jumlah penduduk. 
 Di Papua, ajaran Protestan telah dipraktikkan secara baik 
oleh penduduk asli. Di Ambon, ajaran Protestan mengalami 
perkembangan yang sangat besar beriringan dengan agama 
Islam. Di Sulawesi Utara, kaum Minahasa, berpindah agama ke 
Protestan pada sekitar abad ke-18. 
Saat ini, kebanyakan dari penduduk Suku Batak di 
Sumatera Utara menjalankan beberapa aliran Protestan.  
                                                                
5
 Goh, Robbie B.H. Christianity in Southeast Asia. Institute of 
Southeast Asian Studies. pp. p.80. 9812302972. 
6
  "Indonesia - (Asia)". Reformed Online. Reformed Online. Diakses 
tanggal 2006-10-07. 
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 Saat ini, 6,69% dari jumlah penduduk Indonesia adalah 
penganut Kristen Protestan.7 
 Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad 
pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan 
agama Buddha, yang menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu- 
Buddha seperti Kerajaan Kutai, Mataram Kuno dan Majapahit.  
 Candi Prambanan adalah Kuil Hindu yang dibangun 
semasa kerajaan Majapahit, semasa dinasti Sanjaya. Kerajaan ini 
hidup hingga abad ke 16 M, ketika kerajaan Islam mulai 
berkembang. Periode ini, dikenal sebagai periode Hindu-
Indonesia, bertahan selama 16 abad penuh.
8
 
 Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu lainnya di 
dunia. Sebagai contoh, Hindu di Indonesia, secara formal 
ditunjuk sebagai agama Hindu Dharma, tidak pernah 
menerapkan sistem kasta.  
 Contoh lain adalah, bahwa Epos keagamaan Hindu 
Mahabharata menjadi tradisi penting para pengikut Hindu di 
Indonesia, yang dinyatakan dalam bentuk wayang dan 
pertunjukan tari. Aliran Hindu juga telah terbentuk dengan cara 
yang berbeda di daerah pulau Jawa, yang jadilah lebih 
dipengaruhi oleh versi Islam mereka sendiri, yang dikenal 
sebagai Islam Abangan atau Islam Kejawen.
9
 
 Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan 
sejarah Hindu, sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar 
                                                                
7
 Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari 
Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat 
Statistik. 2011 
8
 Hinduism". OMF International UK. OMF International UK. Diakses 
tanggal 2006-10-03 
9
 Lidde, R. William (August 1996). "The Islamic Turn in Indonesia: A 
Political Explanation". Journal of   Asian Studies 55 (3): 613–
634. doi:10.2307/2646448. Diakses tanggal 2006-10-27. 
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periode yang sama. Seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya dan 
Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan 
aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama 
melalui Jalur Sutra antara India dan Indonesia. 
10
 Sejumlah 
warisan dapat ditemukan di Indonesia, mencakup candi 
Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah 
Kerajaan Buddha yang lebih awal. 
 Mengikuti kejatuhan Soekarno pada pertengahan tahun 
1960-an, dalam Pancasila ditekankan lagi pengakuan akan satu 
Tuhan (monoteisme). Sebagai hasilnya,  pendiri Perbuddhi 
(Persatuan Buddha Indonesia), Bhikku Ashin Jinarakkhita, 
mengusulkan bahwa ada satu dewata tertinggi, Sang Hyang Adi 
Buddha. Hal ini didukung dengan sejarah di belakang versi 
Buddha Indonesia pada masa lampau menurut teks Jawa kuno 
dan bentuk candi Borobudur. Kebanyakan penganut agama 
Buddha berada di Jakarta, walaupun ada juga di lain provinsi 
seperti Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Namun, 
jumlah ini mungkin terlalu tinggi, mengingat agama Kong Hu 
Cu dan Taoisme baru saat pemerintahan Presiden Abdurrahman 
Wahid saja dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, 
sehingga dalam sensus saat itu mereka dianggap sebagai 
penganut agama Buddha.11  
 Agama Kong Hu Cu berasal dari Cina daratan dan yang 
dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan 
pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di 
kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Kong 
Hu Cu lebih menitikberatkan pada kepercayaan dan praktik 
yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya, 
                                                                
10
Flanagan, Anthony (2006). "Buddhist Art: Indonesia". About. Diakses 
tanggal 2006-10-03.  
11
 Buddhism in Indonesia". Buddha Dharma Education Association. 
Buddha Dharma Education Association. 2005. Diakses tanggal 2006-
10-03. 
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bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan 
baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, 
pemeluk Konghucu membentuk suatu organisasi, disebut Tiong 
Hoa Hwee Koan (THHK) di Batavia (sekarang Jakarta). 
 Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, umat 
Konghucu di Indonesia terikut oleh beberapa huru-hara politis 
dan telah digunakan untuk beberapa kepentingan politis. Pada 
1965, Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan presiden No. 
1/Pn.Ps/1965 1/Pn.Ps/1965, di mana agama resmi di Indonesia 
menjadi enam, termasuklah Konghucu.
12
 Pada awal tahun 1961, 
Asosiasi Khung Chiao Hui Indonesia (PKTHI), suatu organisasi 
Konghucu, mengumumkan bahwa aliran Konghucu merupakan 
suatu agama dan Confucius adalah nabi mereka. 
 Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, 
menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, 
perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi 
keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah 
kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh 
Tiongkok. Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 
14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan 
Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah 
nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui 
bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat 
yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi 
memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian 
Indonesia.
13
 Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa 
                                                                
12
 Yang, Heriyanto (2005). "The History and Legal Position of 
Confucianism in Post Independence 
Indonesia" (PDF). Religion 10 (1). Diakses tanggal 2006-10-02. 
13
 Michael Richardson. "Native Groups Seek Wealth Shift - Voluntary 
or Not : Indonesia Pressures Chinese". International Herarld Tribune. 
Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-10-25. Diakses tanggal 2006-
10-02. 
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“Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam 
negeri” di depan konferensi PKTHI.  
 Pada tahun 1969, UU No. 5/1969 dikeluarkan, 
menggantikan keputusan presiden tahun 1967 mengenai enam 
agama resmi. Namun, hal ini berbeda dalam praktiknya. Pada 
1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan bahwa 
hanya ada lima agama resmi tidak termasuk Konghucu. Pada 
tanggal 27 Januari 1979 dalam suatu pertemuan kabinet, dengan 
kuat memutuskan bahwa Konghucu bukanlah suatu agama. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan pada tahun 
1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di 
Indonesia. 
 Karenanya, status Konghucu di Indonesia pada era Orde 
Baru tidak pernah jelas. De jure, berlawanan hukum, dilain 
pihak hukum yang lebih tinggi mengizinkan Konghucu, tetapi 
hukum yang lebih rendah tidak mengakuinya. De facto, 
Konghucu tidak diakui oleh pemerintah dan pengikutnya wajib 
menjadi agama lain (biasanya Kristen atau Buddha) untuk 
menjaga kewarganegaraan mereka. Praktik ini telah diterapkan 
di banyak sektor, termasuk dalam kartu tanda penduduk, 
pendaftaran perkawinan, dan bahkan dalam pendidikan kewarga 
negaraan di Indonesia yang hanya mengenalkan lima agama 
resmi.  
 Setelah reformasi Indonesia tahun 1998, maka ketika 
Soeharto telah digantikan,  Abdurrahman Wahid dipilih menjadi 
presiden yang keempat. Wahid mencabut instruksi presiden No. 
14/1967 dan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978. 
Agama Konghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di 
Indonesia. Kultur Tionghoa dan semua yang terkait dengan 
aktivitas Tionghoa kini diizinkan untuk dipraktikkan. Warga 
Tionghoa Indonesia dan pemeluk Konghucu kini dibebaskan 
untuk melaksanakan ajaran dan tradisi mereka. Seperti agama 
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lainnya di Indonesia yang secara resmi diakui oleh negara, 
maka Tahun Baru Imlek telah menjadi hari libur keagamaan 
resmi. 
 Berdasar sejarah dan asal usul agama dan kepercayaan 
yang muncul di Indonesia, maka tidak heran bila terjadi konflik 
sosial terkait dengan perbedaan agama dan kepercayaan. Namun 
ada hal lain yang menjadi pemicu konflik adalah provokasi 
intoleransi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu 
baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.  
 Oleh karena itu pendekatan Pancasila sebagai dasar 
negara, jelas telah mendapat  tempat pada sila pertama 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga konstitusi negara kita 
juga mewadahi perbedaan tersebut dalam pasal 29 Undang 
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945, yaitu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing. Sisi lain juga wawasan 
nusantara sebagai landasan visional dan Ketahanan Nasional 
sebagai landasan konsepsional. 
2. Paradigma Nasional 
 Toleransi umat beragama merupakan sikap bangsa 
Indonesia terkait dengan penghargaan dan penghormatan 
terhadap antar umat beragama. Oleh karena itu dalam paradigma 
nasional akan diperkuat dengan landasan idiil, landasan 
konstitusional, landasan visional, dan landasan konsepsional. 
a. Pancasila sebagai landasan idiil 
Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi 
diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan 
beragama itu langsung bersumber kepada martabat 
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh 
kerenanya, agama tidak dapat dipaksakan atau dalam 
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menganut suatu agama tertentu itu tidak dapat 
dipaksakan kepada dan oleh seseorang. Agama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu 
berdasarkan atas keyakinan, karena menyangkut 
hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang 
dipercayai dan diyakininya. 
14
 Untuk itu, sikap 
toleransi perlu tumbuh dalam diri setiap warga Negara 
Indonesia, karena sikap toleransi adalah suatu sikap 
atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari 
aturan, seseorang menghargai atau menghormati setiap 
tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi 
selalu dikembangkan karena manusia adalah makhluk 
sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup 
antar umat beragama. 
 Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi 
negara, landasan dasar dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia, berarti Pancasila merupakan sumber nilai 
bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat 
kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini berarti bahwa 
dalam segala aspek penyelenggaraan atau kehidupan 
bernegara yang materiil maupun spiritual harus sesuai 
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila 
Pancasila secara bulat dan utuh. 
 Dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek 
penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan 
nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Karena sejak awal 
pembentukan bangsa ini, bahwa negara Indonesia 
berdasarkan atas Ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa 
masyarakat Indonesia merupakan manusia yang 
mempunyai iman dan kepercayaan terhadap Tuhan, 
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dan iman kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam 
hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
15
 
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional. 
Di Indonesia, kebebasan beragama mempunyai 
jaminan konstitusional. Konstitusi Republik Indonesia 
yakni UUD NRI 1945 menjamin kebebasan beragama 
dalam Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya.” 
 Kemudian Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai 
dengan hati nuraninya.” Jaminan tersebut diperkuat 
oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:  
 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 
 
Pasal-pasal ini menjamin prinsip tidak ada paksaan 
(non-coercive) dalam agama dan keyakinan 
(Asshiddiqie, 2013). Kemudian, hak beragama ini juga 
merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogation 
rights) sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 
1945 (Asshiddiqie, 2013). 
 Hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 4 UU 
no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “Hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
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untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 
 Di samping memberikan penghormatan (respect) 
dan pengakuan (recognition) terhadap hak warga 
negara (citizen’s right) akan kebebasan beragama dan 
berkeyakinan UU No. 39 juga menentukan kewajiban 
negara memberikan jaminan perlindungan (protect) 
sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2013). 
 Pasal 22 UU No. 39/1999 menyatakan: “(1) 
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu.” “(2) Negara menjamin 
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 
 Negara juga telah menegaskan larangan 
diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip 
nondiskriminatif ini ditegaskan UUD 1945 ayat (2) 
Pasal 28I bahwa, ”Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif”. 
 Pengertian diskriminasi telah didefinisikan dalam 
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 11 
kriteria, yang salah satunya adalah pembedaan manusia 
atas dasar agama (Asshiddiqie, 2013). Jika dikaitkan 
dengan permasalahan-permasalahan seperti yang sudah 
disebutkan di atas, maka kebebasan beragama di 
Indonesia sangat mutlak untuk dilindungi. 
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 Kasus-kasus yang berkenaan dengan intoleransi, 
seperti yang sudah disebutkan di atas merupakan suatu 
bentuk pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi 
Indonesia. Hal-hal itu merupakan suatu bentuk 
penghinaan dan pengkhianatan terhadap konstitusi 
negara. Terlebih lagi, jika intoleransi ini sudah 
merasuk ke dalam birokrasi. 
 Pejabat penyelenggara negara dikenakan 
kewajiban untuk bertuhan dan beragama sebagaimana 
mestinya untuk menjadi contoh bagi rakyat atau warga 
negara biasa agar juga hidup Berketuhanan Yang Maha 
Esa dan beragama karena kepercayaan kepada Tuhan 
YME dan beragama merupakan sesuatu yang ideal 
(Asshiddiqie, 2013). Jika intoleransi masuk ke dalam 
birokrasi, maka hal itu akan menjadi contoh yang 
sangat tidak baik bagi warga negara. 
 
c. Wawasan Nusantara (Wasantara) sebagai landasan 
visional 
Wawasan Nusantara adalah landasan visional bangsa 
Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan keanekaragaman budaya dan 
banyaknya agama serta kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Wawasan Nusantara merupakan cara 
pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di 
dalamnya saling memeluk agamanya masing-masing 
berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab.  
 Mengacu pada wawasan tersebut maka toleransi 
kehidupan beragama dilandasi dengan rasa 
harmonisasi antar umat beragama dalam melaksanakan 
ibadahnya masing-masing dengan tidak saling 
mengganggu. Perbedaan memeluk agama yang 
24 |Dr. Drs. H. Sugeng Suharto, MM, MSi 
 
berbeda mendapat ruang sama dalam penghargaan 
untuk saling hidup berdampingan, hormat 
menghormati dan tidak saling menghina atau 
mengejek. 
 Dengan memahami dan menghayati wawasan 
nusantara, akan tumbuh sikap integratif, inklusif, dan 
akomodatif dalam diri bangsa Indonesia sehingga 
perbedaan serasa sebagai keindahan yang harus 
dinikmati untuk saling menghargai keberadaan pihak 
lain dalam rangka mencapai kepentingan bersama 
dalam wilayah Republik Indonesia.  
 Tujuan wawasan nusantara yaitu mewujudkan 
nasionalisme yang tinggi dari semua aspek kehidupan 
rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan 
nasional daripada kepentingan individual, kelompok, 
golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan itu 




 Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme 
dalam mempersatukan serta mempertahankan 
keberagaman suku, agama, dan bahasa, hingga tercipta 
dan menumbuhkan rasa toleransi.  
 
d. Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional 
Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional 
pada hakekatnya kondisi bangsa Indonesia yang 
berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
dinamis dan mampu menciptakan kemandirian bangsa 
dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya dalam 
berbagai aspek kehidupannya yang mencakup idiologi, 
                                                                
16
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politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan. 
Ketahanan Nasional menjadi pedoman, landasan 
berpikir, bersikap dan bertindak bangsa Indonesia 
untuk menata dan mengembangkan seluruh aspek 
kehidupan nasional dalam suatu tatanan yang stabil 
namun dinamis.  
Sikap dinamis dalam konsep ketahanan nasional 
diperlukan dalam memahami gejala perubahan 
masyarakat, arus demokratisasi serta penegakan 
hukum dan hak asasi manusia. Dinamis dalam konsep 
ketahanan nasional adalah ketangguhan dalam 
mencegah terjadinya ancaman, gangguan, tantangan 
dan hambatan. 
Di samping itu dapat mencegah terjadinya 
anarkisme, radikalisme, dan terorisme di tengah 
kehidupan bangsa yang terutama menyangkut suku 
agama dan ras antar golongan (SARA). Setidaknya 
dapat diciptakan kedamaian dengan meredam konflik 
atas dasar menghormati antar umat beragama.  
3. Peraturan Perundang-Undangan 
 Secara runtut maka Perundang-undangan  yang mengatur 
tentang Toleransi umat beragama sebagai berikut: 
1. UUD 1945 Pasal 28 I menyatakan bahwa 
beberapa hak, termasuk hak beragama, sebagai 
hak asasi manusa yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun (non derogible right).  
UUD 1945 Pasal 29 (2) menegaskan bahwa: 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
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2. Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1969 tentang 
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden 
Menjadi Undang-Undang. Maksudnya bahwa 
Peraturan Presiden no: 1/PNPS/1965 diperkuat 
dengan UU ini. Sehingga jelas memberi 
penguatan atas pelaksanaan kerukunan umat 
beragama.  
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia,  Pada Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud 
dengan: 1. Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 
Selanjutnya terkait dengan kebebasan 
beragama yang merupakan hak asasi manusia 
tercermin dalam pasal 4 berikut: Hak untuk 
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun dan oleh siapapun. Dengan 
demikian maka kebebasan beragama 
merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi, 
karena hal ini merupakan deklarasi sedunia 
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juga bahwa keragaman dalam kesatuan, 
memeluk agama dan menjalankan kegiatan 
keagamaannya secara merdeka. 
4. Peraturan Presiden Nomor: 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama. Pada pasal 1 disebutkan 
bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di 
muka umum menceritakan, menganjurkan atau 
mengusahakan dukungan umum, untuk 
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 
yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari 
agama itu, penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama 
itu. Selanjutnya sanksi atas pelanggaran dari 
pasal 1 tersebut adalah terjawab pada pasal 2 
bahwa: Pasal 2 (1) Barang siapa melanggar 
ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi 
perintah dan peringatan keras untuk 
menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 
keputusan bersama Menteri Agama, 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut 
dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau 
suatu aliran kepercayaan, maka Presiden 
Republik Indonesia dapat membubarkan 
Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau 
aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran 
terlarang, satu dan lain setelah Presiden 
mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
Negeri. Pasal 3 Apabila, setelah dilakukan 
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tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia 
menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap 
orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, 
mereka masih terus melanggar ketentuan 
dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota 
dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang 
bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
Dari Penetapan Presiden tersebut, ternyata 
pemerintah Indonesia telah mengatur 
kehidupan beragama, dengan tidak saling 
menghina atau mengejek sejak tahun 1965. 
 Selanjutnya pada pasal 3 lebih ditegaskan 
lagi bahwa apabila, setelah dilakukan tindakan 
oleh Menteri Agama bersama-sama 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia 
menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap 
orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, 
mereka masih terus melanggar ketentuan 
dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota 
dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang 
bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
 Pemerintah juga tidak memberi 
kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk 
tidak beragama, seperti bunyi pasal 4 dari 
Peraturan Presiden no. 1/PNPS/1965 ini 
sebagai berikut: Pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana diadakan pasal baru yang 
berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a: 
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Dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun barangsiapa dengan 
sengaja di muka umum mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan: a). Yang 
pada pokoknya bersifat permusuhan, 
penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu 
agama yang dianut di Indonesia; b). Dengan 
maksud agar supaya orang tidak menganut 
agama apapun juga, yang bersendikan ke-
Tuhanan Yang Maha Esa." 
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 0l/BER/mdn-
mag/1969 tentang Pelaksaan Tugas Aparatur 
Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban 
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan 
dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.  
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979 
tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran 
Agama dan bantuan Luar Negeri kepada 
Lembaga Keagamaan di Indonesia. Keputusan 
ini mengatur dan mengarahkan tentang syiar 
agama yang diatur undang-undang dan sanksi 
pemaksaan untuk memeluk agama. Seperti 
dalam pasal 1 berbunyi: Pasal 1 (1 ) Keputusan 
Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk : 
a). Memberikan pengaturan dan pengarahan 
bagi usaha-usaha penyiaran agama serta 
usaha-usaha untuk memperoleh atau menerima 
di Indonesia sehingga cara pelaksanaan 
kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan 
tertib dan serasi. b). Mengokohkan dan 
mengembangkan kerukunan hidup diantara 
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sesama umat beragama di Indonesia serta 
memantapkan stabilitas nasional yang sama 
penting artinya bagi kelangsungan dan 
berhasilnya pembangunan nasional. (2) 
Keputusan Bersama ini tidak dimaksudkan 
untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, 
pengembangan dan penyiaran agama di 
Indonesia.  
Selanjutnya pada BAB II 
PENGERTIAN Pasal 2 Di dalam Keputusan 
Bersama ini disebutkan tentang syiar agama 
sebagai berikut: yang dimaksud dengan: (1) 
Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang 
bentuk, sifat dan tujuannya untuk 
menyebarluaskan ajaran sesuatu agama. (2) 
Pengawasan, adalah pengawasan terhadap 
penyelenggaraan penyiaran agama dan 
bantuan luar negeri. (3) Bantuan Luar Negeri, 
adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar 
Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang 
dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan 
bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh 
Pemerintah Negara Asing, organisasi atau 
perseorangan di luar negeri kepada lembaga 
keagamaan dalam rangka pembinaan, 
pengembangan dan penyiaran agama di 
Indonesia. (4) Lembaga Keagamaan, adalah 
organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain 
bentuk kelembagaan lainnya termasuk 
perorangan yang usahanya bertujuan 
membina, mengembangkan dan atau 
menyiarkan agama yang dan segi pelaksanaan 
Kebijaksanaan Pemerintah termasuk dalam 
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ruang lingkup tugas dan wewenang 
Departemen Agama. (5) Kepala Perwakilan 
Departemen yang berwenang adalah Kepala 
Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen 
di daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang 
lingkup tugas dan wewenangnya meliputi 
masalah agama. Keputusan ini memberi solusi 
tentang syiar agama yang diperbolehkan, yaitu 
tertuang dalam BAB III TATACARA 
PELAKSANAAN PENYIRAN AGAMA 
Pasal 3 yang berbunyi: Pelaksanaan penyiaran 
agama dilakukan dengan semangat kerukunan, 
tenggang rasa, saling menghargai dan saling 
menghormati antara sesama umat beragama 
serta dengan dilandaskan pada penghormatan 
terhadap hak dan kemerdekaan seseorang 
untuk memeluk/menganut dengan melakukan 
ibadat menurut agamanya.  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 
1980 tentang Wadah Musyawarah Umat 
Beragama,  
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 
1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-
Aliran Kepercayaan,  
9. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan 
Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006 
yang melahirkan Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB). Peraturan tersebut tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.  
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Peraturan ini yang memayungi peran dari 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 
menjembatani permasalahan antar umat beragama. 
Forum ini beranggotakan para pemuka agama dari 
keenam agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu 
Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong 
Hu Cu. Forum ini dibentuk oleh masyarakat dan 
difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka 
membangun, memelihara, dan memberdayakan umat 
beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 
Forum ini dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota. Organisasi ini mempunyai hubungan 
konsultatif dengan pemerintah.  
4. Landasan Teori 
a. Agree in Disagreement (setuju di dalam perbedaan) 
Ageee in Disagreement  adalah prinsip yang selalu 
didengungkan oleh Prof. DR. H. Mukti Ali. Perbedaan 
tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada 
di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan 
pertentangan.17  Teori ini mengemukakan bahwa toleransi 
merupakan penyatuan atas perbedaan.  
Toleransi umat  Beragama dalam segala segi kehidupan 
merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. 
Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat 
memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu 
maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya 
dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam 
keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang 
meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan 
                                                                
17
 Ruslani, Masyarakat Dialoq Antar Agama, Studi atas Pemikiran 
Muhammad Arkoun, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hlm. 169 
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khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena 
itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini 
tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang 
banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi 
beragama. Toleransi menurut KBBI (Alwi, et al., 
2002:1478) adalah sifat atau sikap toleran. Sikap toleran 
yang dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, 
membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 
pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, dsb.) yang 
berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 
Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap 
menenggang terhadap ajaran atau sistem yang mengatur 
tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan 
lingkungannya. Pada masyarakat yang multi agama, 
Harold Howard (Saefullah dalam Suryana, 2011: 133) 
mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam 
merespon keanekaragaman agama: pertama, logika 
bersama, Yang Satu yang berwujud banyak. Kedua, agama 
sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama- 
agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat 
untuk menuju Yang Satu. Ketiga, pengenaan kriteria yang 
mengabsahkan, maksudnya mengenakan kriteria sendiri 
pada agama-agama lain. Toleransi kehidupan beragama di 
masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada 
lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu 
Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan 
Budha. Suryana (2011: 133) menyatakan bahwa 
kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-
agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas 
(sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama 
yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. 
Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan 
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pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan 
dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak 
ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau 
menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan 
dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, 
budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang 
melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-
kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh 
mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi 
beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu 
masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama 
lainnya. Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah 
pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan 
perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-
kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa 
tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai 
pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu 
untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau 
kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak 
orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau 
kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat 
menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang 
ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, 
namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka 
kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi 
adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan 
tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, 
bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu 
dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, 
dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. 
Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (UNESCO 
APNIEVE, dalam Endang, 2013: 92) Toleransi terhadap 
keragaman mengandung pengertian bahwa setiap orang 
harus mampu melihat perbedaan pada diri orang lain atau 
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kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu 
dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain 
hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi 
kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-
perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila 
digali dan dipahami dengan lebih arif. Imron (2000: 95) 
mengatakan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin 
agama (Ulama, Pastur, Pendeta, dan lain sebagainya) dan 
pemimpin organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial 
masyarakat baik dalam berbicara, bersikap, maupun 
berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap 
dan tindakan yang bersahabat dengan individu maupun 
kelompok yang menganut agama lain, atau agama yang 
sama tetapi berbeda faham. Suasana sejuk yang jauh dari 
konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin ini. Bukan 
sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan 
fanatisme buta pada agama sehingga menganggap 
kelompok beragama lain sebagai musuhnya. Selain itu, 
Imron (2000: 95) menambahkan perlunya mengefektifkan 
dan mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin 
umat beragama secara terprogram dan kontinyu. Dengan 
forum komunikasi itu, para pemimpin agama dapat duduk 
semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka 
sehingga tercipta suasana psikologis dan politis yang 
kondusif. 
Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering 
menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik 
diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat 
(Hakim, 2004). Dengan berdalih pada agama seseorang 
atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap 
orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut 
atau terancam hidupnya. Tindakan intoleransi sering 
mengarah pada radikalisme (Alwi, et al.2002: 919) 
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mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang 
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 
politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini 
menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran 
yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi 
perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan 
yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan 
kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan 
dan teror menimbulkan konflik sosial. 8 Pembahasan 
radikalisme yang sering menimbulkan kerusuhan dan 
konflik sosial sering dikaitkan dengan agama. Imron 
(2000: 86) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa 
dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan 
mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial. Pertama, 
adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di 
berbagai tempat yang berpenduduk muslim, justru 
mendorong peningkatan religiusitas, bukan sekularisme. 
Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan 
pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat 
mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata 
memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan 
dalam hubungan antar umat beragama. Dalam masyarakat 
seperti itu, militansi cenderung meningkat, 
fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk 
agama menurun. Kedua, adanya dugaan bahwa proses 
yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara 
sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga 
keagamaan yang melayaninya. Tindakan radikalisme 
sering juga terjadi pada umat Islam. Arif (2010: 113) 
menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di 
“Islam Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya 
Islam. Dia menyatakan bahwa pesantren adalah wujud 
“Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam 
telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. 
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Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering terseret pada 
globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh 
dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak 
mengenyam pendidikan kultural Islam seperti pesantren. 
Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis terhadap 
agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang 
semacam inilah yang sering bertindak secara radikal 
karena mudah tersulut oleh provokasi dari lingkungannya  
Konflik-konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh 
agama memberikan petunjuk bahwa “toleransi”, sebagai 
ujung lain dari suatu kontinum prasangka terhadap 
kelompok lain (Pines & Maslach, 1993: 183), yang 
dimiliki masing-masing kelompok yang bertikai sangat 
rendah. 
Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam 
rangka mewujudkan stabilitas nasional, yaitu suatu kondisi 
yang stabil baik sisi idiologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan stabilitas 
nasional yang terjamin maka Ketahanan Nasional menjadi 
realita dan tidak saja suatu angan-angan. Ketahanan 
Nasional merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa 
dalam mencegah timbulnya ancaman, gangguan, 
tantangan dan hambatan yang datang dari dalam dan dari 
luar negeri.  
b. Teori Manajemen G. R. Terry 
 Terry mendefinisikan manajemen dalam 
bukunya Principles of Management  yaitu "Suatu proses 
yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik 
ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita 
bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini 
adalah fungsi manajemen menurut Terry: 
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 Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari 
tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai 
untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan 
segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja 
yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan 
kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. 
 Pengorganisasian (organizing) yaitu sebagai cara untuk 
mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut 
kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah 
direncanakan. 
 Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakan 
organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-
masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam 
organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa 
berjalan sesuai rencana dan bisa meNcapai tujuan. 
 Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah 
gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau 
belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam 
organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada 
yang melenceng dari rencana.
18
 
 Dikaitkan dengan fungsi pengawasan pemerintah terhadap 
kehidupan beragama ini, maka selaras dengan fungsi controlling 
dalam fungsi manajemen. Dalam fungsi terakhir dalam 
manajemen adalah pengawasan, yaitu mengawasi gerakan dari 
organisasi agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
dengan baik. Penganut agama ibarat anggota dalam organisasi 
yang besar memiliki banyak ragam orang dengan segala bentuk 
perilakunya. Interaksi antar umat agama satu dengan umat 
agama lain, juga seperti antara organisasi satu dengan organisasi 
lainnya, tentunya banyak benturan dan pebedaan. Fungsi 
pengawasan mencakup tiga hal yaitu pencegahan, pengendalian 
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dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memantau 
organisasi atau perilaku individu dalam organisasi melakukan 
pekerjaan secara sinergis, atau setidaknya tenggang rasa, dan 
tidak saling mengejek. Pengendalian maknanya berada pada 
posisi mengawasi langsung dalam koridor internal agar tidak 
terjadi bentrokan fisik maupun idiologi. Pengendalian mencakup 
memantau langsung organisasi dan perilaku organisasi antar 
umat beragama saling hidup berdampingan dan merasa nyaman 
tidak saling mengganggu. Penindakan merupakan suatu tindakan 
yang terakhir ketika toleransi tidak dapat dikendalikan, sehingga 
tindakan fisik dapat digunakan sebagai solusi akhir. 
 Konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan bagian dari 
fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai 
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih 
atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, 
pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi 
manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung 
makna pula sebagai: “Pengamatan atas pelaksanaan seluruh 
kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar 
seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana dan peraturan. Dalam konteks toleransi umat beragama, 
maka pengawasan yang terkait dengan obyek ini adalah 
toleransi atau hubungan baik antar agama dengan tujuan utama 
kerukunan yang bertanggungjawab. Sedangkan subyek dari 
konteks toleransi umat beragama adalah pemerintah melalui 
aparat negaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan tentara 
sebagai alat negara. Polisi bertugas mengawasi atas 
konsistensinya hubungan harmonisasi antar umat beragama. 
Lembaga agama atau personal pelaku agama merupakan elemen 
yang dipantau dan dikawal dalam jaminan kerukunan dan 
keterlindungan hak asasinya. Controlling sebagai suatu fungsi 
manajemen, dijadikan landasan untuk melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, pemantauan terhadap 
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organisasi keagamaan, dan dugaan-dugaan terhadap provokasi 
antar pemeluk agama. Kejaksaan sebagai lembaga penyidik, 
selalu mewaspadai adanya gerakan-gerakan intoleran yang 
diperkirakan menimbulkan disintegrasi bangsa. Adanya gerakan 
intoleransi yang dibiarkan akan memunculkan tindakan 
terorisme, anarkisme, dan bahkan bisa muncul suatu gerakan 
komunisme. Sedangkan Tentara muncul sebagai pengamanan 
terhadap organisasi radikal yang mengatasnamakan agama. 
Biasanya organisasi ini telah sistimik, masif dan memiliki 
jaringan internasional. Tentara sebagai tugasnya dalam 
pertahanan dan keamanan, diprioritaskan pada pencegahan, dan 
penangkalan pada gangguan yang datang dari luar negeri. 
Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tentara 
juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan langsung organisasi 
keagamaan yang makin hari makin rentan dengan konflik sosial.  
c. Kebijakan Publik 
 Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan 
yang berorientasi pada penyelesaian masalah untuk 
kepentingan masyarakat atau warga negara. Menurut 
Nugroho (2010) ada dua karakteristik dari kebijakan 
publik, yaitu:  
1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang 
mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah 
hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan 
nasional. 
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang 
mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni 
sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah 
ditempuh. 
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  Menurut Woll (Nugroho, 2010) menyebutkan 
bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas 
pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, 
baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga 
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 
  Thomas R Dye, sebagaimana dikutip Islamy 
(2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is 
whatever government choose to do or not to do” (apapaun 
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak 
dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan 
publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan 
merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 
publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk 
tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik 
karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan 
pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Beberapa 
para ahli mendefinisikan juga bahwa kebijakan publik 
sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam menanggapi suatu krisis atau masalah publik. 
Sebagaimana pendapat Chandler dan Plano yang dikutip 
oleh Tangkilisan (2003) bahwa kebijakan publik adalah 
pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- 
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan 
bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk 
intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh 
pemerintah demi kebijakan publik adalah pemanfaatan 
yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada 
untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 
pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 
publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan 
secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan 
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kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar 
mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan secara luas. 
David Easton dalam Agustino (2009) 
mendifinisikan bahwa kebijakan publik sebagai “the 
autorative allocation of values for the whole society”. 
Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas 
dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat 
berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk 
pengalokasian nilai-nilai. Hal ini  disebabkan bahwa 
karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a 
political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik 
yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan 
mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah. Pada 
saat tertentu keputusan itu menjadi mengikat sebagian 
besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.  
Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang 
bertujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah 
publik demi kepentingan publik. Kebijakan untuk 
melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- 
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat 
pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan 
memaksa, yang tidak lain bertujuan mengatur demi 
ketertiban kehidupan warga negara yang lebih baik. 
 
Dr. Drs. H. Sugeng Suharto, MM, MSi | 43  
 
d. Pengaruh Teori Komunikasi dua tahap dan 
pengaruh antar pribadi.  
  Teori ini berawal dari hasil penelitian Paul 
Lazarsfeld tentang efek media massa dalam kampanye 
pemilihan umum tahun 1940. Studi ini dilakukan dengan 
asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam 
menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian 
menunjukan sebaliknya. Efek media massa ternyata 
rendah dan asumsi stimulus respon tidak cukup 
menggambarkan realitas audience media massa dalam 
penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat 
umum.  
 
e. Teori Pengharapan Nilai (The Expectacy-Value 
Theory)  
  Teori Komunikasi selanjutnya adalah konsep 
yang dikemukakan Phillip Palmgreen berusaha mengatasi 
kurangnya unsur kelekatan yang ada di dalam teori uses 
and gratification dengan menciptakan suatu teori yang 
disebutnya sebagai expectance-value theory (teori 
pengharapan nilai). Dalam kerangka pemikiran teori ini, 
kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap 
Anda terhadap media--kepercayaan Anda tentang apa 
yang suatu medium dapat berikan kepada Anda dan 
evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Sebagai contoh, jika 
Anda percaya bahwa situated comedy (sitcoms), seperti 
Bajaj Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang 
dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan 
hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms. Jika, pada sisi 
lain, Anda percaya bahwa sitcoms menyediakan suatu 
pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak 
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menyukai hal seperti ini Anda akan menghindari untuk 
melihatnya.   
Kedua teori ini menjadi media analisis untuk 
mengetahui pengaruh media baik audio, audiovisual, 
maupun elektronik  terhadap tindakan radikalisme, 
terorisme terkait dengan toleransi umat beragama. 
5. Tinjauan Pustaka 
 Ada suatu penelitian yang berjudul Toleransi Terhadap 
Umat Kristiani Ditinjau Dari Fundamentalisme Agama Dan 
Kontrol Diri (Studi Pada Jamaah Majelis Taklim Di Kota 
Semarang) disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh 
fundamentalisme agama dan kontrol diri secara simultan 
terhadap toleransi pada umat Kristiani. Semakin tinggi 
fundamentalisme agama dan semakin rendah kontrol diri, maka 
semakin rendah toleransi terhadap umat Kristiani, sebaliknya 
semakin rendah fundamentalisme dan semakin tinggi kontrol 
diri maka semakin tinggi toleransi terhadap umat Kristiani.
19
 
Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 
kerentanan umat beragama, bila tidak dipantau oleh Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), karena gesekan-gesekan 




 Penelitian berikutnya tentang Toleransi Antar Umat 
Beragama Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, 
kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari 
kerukunan nasional.  







Dr. Drs. H. Sugeng Suharto, MM, MSi | 45  
 
 Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 
sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling 
pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam 
pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Oleh karena itu, kerukunan hidup antar umat beragama 
merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan 
di Indonesia (Mukti Ali : 1975: 42). Masalah kerukunan hidup 
antar umat beragama dalam kaitannya dengan kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pendeta Weinata Sairin 
(1996:183) memberikan komentar sebagai berikut: “Kerukunan 
antar umat beragam di Indonesia, merupakan satu-satunya 
pilihan. Tidak ada pilihan lain, kecuali harus terus 
mengusahakannya dan mengembangkannya. Sebagai bangsa 
kita bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kita juga 
telah bertekad untuk terus membangun masyarakat, bangsa dan 
negara kita, agar menjadi bangsa yang maju dan modern tanpa 
kehilangan kepribadian kita. Dalam konteks itu, agama-agama 
mempunyai tempat dan peranan yang vital dan menentukan 
dalam kehidupan kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
Demikian pentingnya kerukunan hidup antar umat. Dalam 
rangka pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup umat 
beragama, sejak beberapa tahun yang lalu sejak Departemen 
Agama mengembangkan pendekatan tiga kerukunan (Trilogi 
Kerukunan) yaitu : Kerukunan Intern Umat Beragama, 
Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kerukunan Antar Umat 
Beragama dengan Pemerintah. Kerukunan antara umat 
beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi terciptanya 
stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. 
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 Kerukunan ini harus didukung oleh kerukunan antar umat 
beragama dan kerukunan intern umat beragama. Kerukunan 
yang dimaksud bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak 
ada pertentangan intern umat beragama, pertentangan antar umat 
beragama atau antar umat beragama dengan pemerintah. 
Kerukunan yang dikehendaki adalah suatu kondisi terciptanya 
hubungan yang harmonis dan kerjasama yang nyata, dengan 
tetap menghargai adanya perbedaan antar umat beragama dan 
kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakininya, tanpa 
mengganggu kebebasan penganut agama lain. Jadi kerukunan 
yang kita cita-citakan bukanlah sekedar rukun-rukunan 
melainkan suatu kerukunan yang benar-benar otentik dan 
dinamis (Usman, 2007 : 58-59). Dalam pandangan Sairin 
(2007), dengan kerukunan otentik dimaksudkan bukanlah 
kerukunan yang diusahakan hanya oleh karena alasan-alasan 
praktis, pragmatis dan situasional. Tapi semangat kerukunan 
yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni, karena 
ia didorong oleh sesuatu keyakinan imaniah yang dalam sebagai 
perwujudan dari ajaran agama yang diyakini (PPKHB, 1979 : 
39). Sedangkan kerukunan dinamis dimaksudkan bukan sekedar 
kerukunan yang berdasarkan kesediaan untuk menerima 
eksistensi yang lain dalam suasana hidup bersama tapi tanpa 
saling menyapa. Melainkan kerukunan yang didorong oleh 
kesadaran bahwa, walaupun berbeda, semua kelompok agama 
mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama yang satu, yaitu 
mengusakan kesejahteraan lahir dan bathin yang sebesar-
besarnya bagi semua orang (bukan hanya umatnya sendiri). 
Karena itu mestinya bekerja sama, bukan hanya sama-sama 
bekerja.  
 Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama 1). Majelis 
Umat Beragama. a). Islam :  Majelis Ulama Indonesia (MUI).   
b). Protestan : Dewan Gereja Indonesia (DGI). c). Katolik : 
Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI). d). Hindu : 
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Parisada Hindu Dharma. e). Buddha : Pewalian Umat Buddha 




 Nazmudin mengatakan bahwa kerukunan adalah proses 
yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan 
masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama 
adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, 
teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan 
hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai 
dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung 
kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan 
keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang 
mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan 
menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku 
yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan 
demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi 
sebagai pondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan 
kesatuan bangsa. Kondisi ini pada gilirannya akan sangat 
bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan 
seluruh umat beragama di Indonesia. Tugas mewujudkan 
kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas 
bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. 
Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam 
kesehariannya selalu terlibat dan berhubungan satu sama yang 
lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar 
dan tepat akan arti kerukunan hidup umat beragama, bagi 
kepentingan mereka. 
 FKUB adalah wadah yang merupakan tempat 
dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan lokal dan 
dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini bertugas melakukan dialog 
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dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan 
menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan 
melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan di bidang kagamaan yang berkaitan dengan kerukunan 
umat beragama dan pemberdayakan masyarakat.
22
 
 Dalam pendekatan ini, di Indonesia khususnya pada Era 
Reformasi ini dihimbau bagi daerah-daerah harus memiliki 
wadah organisasi untuk mengurusi lintas agama yang biasa 
disebut dengan Forum Komunikasi Antar umat Beragama 
(FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Tentang Kerukunan dan Toleransi Antar 
Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. 
Berdasarkan penelitian ternyata kasus Tolikara Papua ini karena 
disebabkan di antaranya belum terbentuk FKUB.
23
 
 Begitu juga peran dari kepolisian dan kejaksaan dalam 
menangani kasus radikalisme, terorisme, dan juga sampai pada 
kasus penistaan agama. Beberapa Gerakan kelompok radikal 
Islam yang menonjol pada masa Reformasi, antara lain; Forum 
Komunikasi Ahlu Sunnah Wal-Jama’ah (FKAWJ) dengan 
Laskar Jihadnya, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), merupakan sebagian dari gerakan 
radikal nasional yang berjuang menuntut penerapan syariat 
Islam melalui amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945, dengan 
mencantumkan kembali tujuh patah kata dalam rumusan Piagam 
Jakarta, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya. 
24” Forum Komunikasi Ahlu Sunnah 
Wal-Jama’ah (FKAWJ) dan Laskar Jihad, Organisasi ini 
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dibentuk di Solo pada 14 Februari 1998, beberapa bulan 
menjelang lengsernya rezim Soeharto, dan dipimpin oleh Ja’far 
Umar Thalib. Karakter utama forum ini adalah salafisme, yang 
menganjurkan pembacaan literal terhadap Al-Quran dan hadits, 
serta menolak seluruh penafsiran Potensi ideologisasi, Rocky 
Sistarwanto, FISIP UI, 2010. 18 Universitas Indonesia 
independen maupun praktek-praktek tradisional. FKAWJ 
memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah di Indonesia, 
lulusan perguruan tinggi dan yang putus kuliah (Gatra; 2000). 
FKAWJ memiliki sayap paramiliter bernama Laskar Jihad yang 
dipimpin oleh Thalib sendiri. Popularitas Laskar Jihad melebihi 
FKAWJ lantaran mendapat publikasi yang luas dari media 
massa. Aksi Laskar Jihad antara lain pengiriman pejuangnya ke 
Maluku, sambil membuat suatu website yang menampilkan 
galeri foto kekejian Kristen di Maluku, laporan harian tentang 
kerusuhan Maluku dan tafsiran bilingual (Indonesia-Inggris) 
tentang mana Jihad. (Gatra; 2000) Laskar Jihad dibentuk pada 
Februari 2000, memang muncul dilatarbelakangi oleh pecahnya 
perang saudara antara kaum muslimin dan Kristen di Maluku 
pada awal 1999. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum 
muslimin dari kelompok paramiliter Kristen yang tidak mampu 
dilakukan pemerintah, dan menggulingkan Presiden 
Abdurrahman Wahid dari kekuasaannya karena menolak 
menerapkan syariat, mengusulkan pencabutan larangan Partai 
Komunis, serta mewacanakan pembukaan hubungan diplomatik 
dengan Israel. (Gatra; 2000). Operasi Laskar Jihad 
memperlihatkan ekses-eksesnya, pada Maret 2001, seorang 
anggota Laskar Jihad dipersalahkan telah melakukan zina dan 
dihukum oleh Thalib dengan rajam. Thalib ditangkap polisi atas 
tuduhan memprovokasi kerusuhan dan membunuh. Thalib 
dilepaskan dari penjara, tetapi tuntutan terhadapnya tidak 
dicabut. Pada awal 2002, karena menentang Deklarasi Malino 
sebagai momentum perdamaian Kristen-Muslim di Maluku, 
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polisi kembali menangkap Thalib pada Mei 2002, tapi kasusnya 
lambat diselesaikan oleh pengadilan. Tiga hari setelah peristiwa 
Bom Bali 12 Oktober 2002, Thalib membubarkan Laskar Jihad 
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esuai dengan Sila pertama Pancasila, yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa maka negara jelas 
melindungi segenap bangsanya untuk berke-
Tuhanan, artinya bahwa seluruh umat manusia di Indonesia 
adalah insan yang beragama. Mereka bebas memeluk agamanya 
dengan tidak ada paksaan dari siapapun datangnya. Kebebasan 
memeluk agama itu juga dipertegas dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 
tepatnya pasal 29 yang dapat dimaknai bahwa negara menjamin 
hak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat 
menurut cara dan kepercayaan masing-masing. Dengan 
demikian agama merupakan hak asasi manusia yang paling 
asasi. 
 Kerukunan hidup beragama adalah keharmonisan 
hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan 
bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap 
pengendali diri dalam wujud: 1). Saling menghormati kebebasan 
menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; 2). Saling hormat 
menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antara 
berbagai golongan agama dan antara umat beragama dengan 
pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun 
bangsa dan negara; 3). Saling tenggang rasa dengan tidak 
memaksakan agama kepada orang lain. Dalam rangka inilah 
Pemerintah melalui Kementerian Agama bertugas membina, 
membimbing rakyat untuk beragama guna menjalankan 
S 
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agamanya, sesuai dengan salah satu tugas pokok Kementerian  
Agama, yaitu memelihara dan melaksanakan falsafah negara 
Pancasila dengan jalan membina, memelihara dan melayani 
rakyat agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama. Peranan 
agama secara pribadi adalah penting, yaitu keyakinan dan 
ketentuan beragama tiap-tiap individu untuk tidak menjalankan 
hal-hal yang terlarang oleh agama. Karenanya sasaran penataan 
agama-agama dengan sendirinya tidak lain ditujukan kepada 
pemeluk agamanya masing-masing, supaya lebih mendalami 
penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agamanya. 
 Dengan demikian kerukunan akan mudah terbina jika 
setiap umat beragama taat ajaran agamanya masing-masing. 
Setiap agama mengajarkan kerukunan dan kebaikan, maka kalau 
orang sungguh-sungguh mentaati ajaran agama diharapkan 
kerukunan akan terbina. Dalam kehidupan manusia yang 
demikian majemuk peran serta agama sangat berpengaruh untuk 
memberikan pengertian bagi setiap umat bagaimana hidup 
bertetangga dengan rukun dan penuh persahabatan dan tidak ada 
saling mencurigai serta mampu memahami bahwa agama yang 
dipeluk oleh orang lain juga mengajarkan hidup berdampingan 
dengan baik bahkan mampu saling menerima, serta mencairkan 
kehidupan yang bersifat elitisme yang berarti hanya kelompok 
tertentu yang diakui atau disegani.  
 Dialog serta diskusi pengembangan wawasan 
multikultural para pemuka agama pusat dan daerah yang 
berlangsung selama 2-3 tahun ini benar-benar memberikan 
perubahan bagi para pemuka agama baik di pusat dan di daerah, 
hanya saja karena komunitas kehadiran yang terbatas kami ragu 
hal-hal yang dicapai atau didiskusikan dalam kunjungan ini 
tidak sampai kepada yang paling bawah atau umat binaan. 
 Pluralitas bangsa Indonesia tercermin dengan berbagai 
perbedaan, baik vertikal maupun horizontal namun perbedaan 
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itu di satu sisi dapat menjadi penghalang dalam menciptakan 
integrasi masyarakat, tetapi di sisi lain dapat juga menjadi aset 
dan kekayaan bangsa yang dapat mempermudah tercapainya 
kemajuan untuk seluruh warga. Apakah perbedaan itu menjadi 
asset atau beban, terletak bagaimana cara kita mengelola 
perbedaan-perbedaan itu. Kehidupan sosial yang tidak 
mengelompok dalam suatu komunitas dan adanya interaksi di 
antara sesama warga komunitas dapat dilihat sebagai potensi 
untuk terciptanya kerukunan antar golongan masyarakat, 
termasuk antar agama. 
 Oleh karena itu, perlu diciptakan arena-arena interaksi 
yang dapat menjebatani perbedaan-perbedaan sosial yang dapat 
digalang untuk menciptakan solidaritas sosial. Ada sejumlah 
struktur kegiatan dalam kehidupan sosial yang dapat dijadikan 
akomodatif dan terbuka bagi semua golongan sehingga dapat 
meredam isu dan konflik yang dapat muncul, terutama konflik 
yang bersifat antar golongan atau antar kelompok. Dalam 
kehidupan ekonomi tidak terlihat adanya identitas agama yang 
diaktifkan untuk memenangkan persaingan dalam kehidupan 
ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi hubungan-hubungan itu 
berlangsung atas dasar keuntungan yang diperoleh oleh masing-
masing pihak yang terlibat. 
 Di bidang politik potensi rukun juga dapat terwujud 
apabila kebijakan-kebijakan yang diambil tidak didasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan subyektif karena persamaan agama 
dan etnik. Penempatan pejabat dalam pemerintah yang tidak 
didasarkan atas kesamaan etnik oleh pejabat yang 
menyangkutnya telah dapat meredam konflik antar golongan 
etnik.  
 Kegiatan kerja bakti di lingkungan ketetanggaan juga 
berpotensi menciptakan kerukunan. Kegiatan kerja bakti atau 
gotong-royong dapat dilihat sebagai kegiatan kerjasama sosial 
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kemasyarakatan yang didasarkan kebutuhan bersama yang sama 
diperlukan oleh kelompok komunitas yang bersangkutan. 
Kegiatan kerjasama untuk kepentingan bersama ini dapat 
menjembatani keterpisahan yang disebabkan perbedaaan 
keyakinan keagamaan yang dianut.  
 Kerjasama dan arena interaksi lainnya dalam komunitas 
ketetanggaan dalam berbagai kelompok masyarakat dapat 
dikembangkan untuk menciptakan suasana kerukunan hidup 
antar umat beragama karena didasarkan atas keterikatan kepada 
tempat tinggal yang merasa dimiliki bersama.  
 Kegiatan sosial yang dilandasi oleh semangat 
kemanusiaan merupakan potensi untuk tercipta kerukunan. 
Bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan, tanpa 
menonjolkan kelompok keagamaaan yang mendukungnya, dapat 
menghilangkan prasangka dan stereotif  terhadap kelompok 
keagamaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan adanya 
kerjasama dengan pemerintah setempat dalam mendistribusikan 
bantuan itu sehingga terasa lebih netral dan tidak ada maksud 
terselubung di balik pemberian bantuan itu. 
 Adanya masalah yang dirasakan sebagai masalah bersama 
yang harus diatasi telah mendorong pula munculnya forum antar 
golongan yang bisa menjembatani perbedaan dan membatasi 
hubungan di antara mereka yang dapat menghambat interaksi 
dan kerjasama. Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama. 
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan 
agama dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat menjunjung 
tinggi demokrasi. 
 Salah satu wujud dari terselenggaranya demokrasi itu di 
antaranya memberikan kebebasan kepada warga negara untuk 
memilih/memeluk agama yang menjadi keyakinan setiap warga 
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negara dan senantiasa dalam koridor saling menghormati satu 
dengan lainnya.  
 Dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, Indonesia 
tengah diganggu oleh kondisi politik yang berdampak pada 
ekonomi kerakyatan dan segala uborampenya ikut-ikutan porak-
poranda. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi, meliputi: 
kesenjangan ekonomi antar umat beragama dan perlakuan yang 
berbeda terhadap tenaga kerja yang beragama lain, adanya 
pengakomodiran agama sebagai alat untuk mempertahankan 
suatu kekuasaan (agama dipolitisasikan), merebaknya budaya 
yang bertentangan dengan nilal-nilai moral, adanya 
ketidaksamaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh tempat-
tempat beribadah. 
 Mengenai situasi dan kondisi kehidupan umat beragama 
yang diharapkan, yaitu adanya kesamaan berusaha/berkarir di 
sektor ekonomi, mengadakan peningkatan kegiatan bersama 
untuk kepentingan kebaikan bersama, menciptakan/menjadikan 
agama sebagai suatu yang netral dan bukan merupakan salah 
satu alat untuk mensukseskan sebuah politik, terciptanya budaya 
yang didasari dengan kemuliaan ajaran-ajaran agama, 
menciptakan sistem keamanan yang baik dalam rangka 
menghindarkan penjarahan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh 
tempat-tempat ibadah. 
 Dengan demikian toleransi umat beragama dapat dilihat 
faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap toleransi umat 
beragama yang meliputi faktor eksternal berupa isu-isu 
internasional strategis, fakta saat ini, kecenderungan, dan 
prediksi, tersirat juga peluang dan kendala. Begitu juga tentang 
faktor internal, yang berupa isu-isu nasional stategis terkait 
toleransi umat beragama ditinjau dari astagatra, fakta saat ini, 
kecenderungan, dan prediksi, juga tersirat keunggulan dan 
kelemahan.  
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2. FAKTOR EKSTERNAL  
 Isu-isu Internasional yang berkembang saat ini terkait 
dengan faktor eksternal adalah isu intoleransi. Banyaknya 
tindakan radikalisme, terorisme menyebabkan melemahnya 
toleransi umat beragama. Kondisi ini terkait dengan lingkungan 
global. Era globalisasi memberikan banyak manfaat dalam 
perkembangan kemajuan teknologi, tetapi ada beberapa hal yang 
tidak bisa dihindari di dalam lingkungan strategis berupa 
persoalan-persoalan yang berdampak pada stabilitas dalam 
negeri melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lingkup 
global sebagai berikut: 
a. Kelompok Radikalisme dan Terorisme ISIS (Islamic 
State of Iraq and the Syiria atau IS (Islamic State) 
 Pada tanggal 9 September 2001 dunia dihebohkan 
peristiwa terorisme dengan melibatkan Al–Qaeda dengan 
target gedung World Trade Centre (WTC) yang menjadi 
simbol hegemoni ekonomi Amerika Serikat di dunia. 
Sejak memasuki pertengahan tahun 2014 dunia 
dihebohkan dengan aksi brutal kekerasan serta 
pembantaian yang dilakukan oleh kelompok radikal Islam 
Suriah dan Irak yang sering disebut ISIS dan berganti 
nama menjadi Islamic State (IS) yang dipimpin Abu Bakar 
Al Baghdadi dengan tujuan mendirikan kekhalifahan di 
Suriah dan Irak yang meliputi wilayah kekuasaan Raqqa, 
Deir Al Zour di timur Suriah, kemudian Mosul, Qaimm, 
Samarra di utara Irak. Jumlah personil yang dimiliki 
20000–31500 orang, setidaknya terdapat 25 negara 
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termasuk Indonesia yang warga negaranya bergabung 
denan ISIS di Irak.
26
 
 Secara global gerakan ISIS dianggap sebagai persoalan 
bersama yang mampu memberikan dampak terhadap 
stabilitas keamanan dalam kehidupan umat beragama pada 
masing-masing negara sehingga perlu ditanggulangi 
melalui kerjasama Internasional yang dapat dilakukan 
melalui deklarasi penolakan terhadap eksistensi ISIS oleh 
banyak negara temasuk Indonesia. 
 Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 
Human Right ) yang dicetuskan pada 10 Desember 1948 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang dimaksud adalah HAM dalam arti 
luas atau HAM yang berlaku bagi semua bangsa yang  
telah mengatur banyak tentang hak asasi manusia. Dimulai 
dari hak yang paling kodrati yaitu hak-hak yang diberi 
langsung dari Tuhan. Hak asasi akan tergantung pada 
kondisi dan situasi suatu bangsa, mencakup sejarah 
maupun riwayat budaya dan kehidupan suatu negara. Oleh 
karena itu kebebasan beragama menurut Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan hak asasi yang paling 
asasi, maknanya bahwa penghormatan terhadap hak asasi 
beragama satu negara dengan negara lain sangat 
tergantung dari asal-usul atau filosofi bangsa tersebut 
dalam meyakini. Agama yang merupakan given dari 
agama yang secara Internasional sudah ada, maupun 
keyakinan atas kekuasaan gaib di luar kemampuan 
manusia yang memiliki kekuatan yang menyebabkan 
seseorang bertindak dan bertingkah laku, dan biasanya 
turun temurun dari nenek moyang. Sementara itu setiap 
bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah 
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 Koran Tempo, hl 6, 13 September 2014, jumlah anggota ISIS melonjak 
pesat. 
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masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. 
Jika ada pemaksaan kehendak, dianggap melanggar HAM. 
Oleh karena itu pelaksanaan konsep HAM itu sendiri tidak 
boleh dipaksakan begitu saja.
27
 
 Ada perbedaan dengan Cairo Declaration of Human 
Rights in Islam (CDHRI). International Convenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR) yang memperluas frase 
kebebasan beragama dalam UDHR menyebutkan beberapa 
komponen, salah satunya adalah kebebasan mengganti 
agama. Sementara mengganti agama yang diidentikkan 
dengan murtad dalam Islam membuat komponen 
kebebasan beragama ini tidak diakui oleh Cairo 
Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI). 
Karenanya, beberapa orang menyebutkan CDHRI 
merupakan Hukum Islam yang dimodernkan. Karena 
timbul kontroversi itu, maka penelitian ini dilakukan untuk 
membandingkan sudut pandang yang melatarbelakangi 
pemahaman kedua deklarasi kemudian dilihat 
kemungkinan rekonsiliasi agar tidak ada kebingungan dari 
negara yang menandatangani kedua deklarasi.
28
 
b. Kebebasan beragama  dalam lingkup global telah 
dijamin dalam hak KBB (Kebebasan Berkeyakinan dan 
Beragama) dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 
International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR
29
. Kebebasan beragama merupakan problem 









 http://www.academica edu./4900949/Signifikansi 
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universal yang secara sejarah merupakan masalah yang 
terlahir di bumi.  
 Globalisasi yang memiliki cakupan yang luar biasa, 
diakui atau tidak telah memarjinalkan sendi-sendi 
masyarakat yang berakar pada tradisi-tradisi yang diilhami 
oleh napas keagamaan. Maka kembali kepada sendi-sendi 
agama adalah alternatif yang mungkin untuk membendung 
laju globalisasi, seberapapun paradoksnya gerakan 
keagamaan tersebut. Sikap kedua yang muncul 
sehubungan dengan globalisasi adalah usaha untuk 
melakukan pelarian keluar atau sikap akomodatif yang 
berlebihan sehingga lebih merupakan kesan pembaratan. 
Sikap ini mengsumsikan bahwa baik di dalam maupun di 
luar dunia Barat, manusia sedang berkembang menuju 
bentuk kehidupan yang seragam dan yang berpola Barat. 
Hanya saja tahap yang dicapai masing-masing daerah dan 
masyarakat berbeda-beda, tetapi pada akhirnya semuanya 
akan sampai ke pola yang sama yaitu pola “modern”. 
Sikap inilah yang dengan secara optimis dinyatakan oleh 
Fancis Fukuyama dalam The End of History, dengan 
asumsinya yang menyatakan bahwa puncak dari sejarah 
manusia adalah menuju pada titik yang tunggal yaitu pada 
sistem demokrasi liberal dan kapitalisme. Dengan kata lain 
modernisme yang ditopang sistem global adalah muara 
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3. FAKTOR INTERNAL 
 Pengaruh Lingkungan Nasional 
 Pada beberapa tahun mendatang, Indonesia masih akan 
menghadapi persoalan-persoalan pelik, antara lain : 
1. Dinamika reformasi di segala bidang pada tataran 
nasional. Secara kasat mata reformasi total yang 
didengungkan kalangan cendekiawan dulu telah 
melenceng dari yang diinginkan semula oleh 
kalangan masyarakat. Tingkah laku sebagian 
pemimpin politik, baik di eksekutif maupun di 
legislatif, lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan 
kelompoknya daripada kepentingan bangsa secara 
keseluruhan. 
2. Transisi dari sentralisasi pemerintahan ke 
desentralisasi masih menimbulkan riak-riak sosial, 
ekonomi dan politik di berbagai daerah. 
Desentralisasi pemerintahan ditujukan untuk 
kemakmuran dan keamanan masyarakat. Dalam 
banyak kasus masih terjadi gejolak di daerah yang 
terkait dengan proses desentralisasi pemerintahan 
tersebut. Misalnya, adanya perebutan pengelolaan 
sumber daya alam antara pemerintah pusat, propinsi, 
dan kabupaten. 
3. Adanya persoalan separatisme, khususnya di Papua 
yang mencoba untuk memperoleh perlakuan yang 
sama dengan di Aceh. 
4. Proses pemulihan ekonomi yang berjalan lamban, 
disebabkan antara lain karena : 
a) Pelarian dana ke luar negeri oleh 
pengusaha besar nasional yang 
berutang kepada negara. 
b) Tidak sinkronnya persoalan penanaman 
modal antara pusat dan daerah. 
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c) Situasi keamanan dalam negeri yang 
belum stabil di beberapa daerah. 
d) Demonstrasi atau tuntutan buruh untuk 
menaikkan upah tanpa diimbangi oleh 
produktifitas kerja. 
e) Globalisasi menuntut adanya ekonomi 
terbuka/serba hitung dan persaingan 
yang ketat. 
5. Konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh 
gabungan dari dua atau lebih faktor, seperti sentimen 
kesukuan, sentimen keagamaan, rendahnya toleransi 
antar masyarakat dan adanya kesenjangan ekonomi di 
masyarakat. 
6. Terorisme di dalam negeri. Perlu adanya kerjasama 
yang baik antara Polisi, TNI, aparat intelijen, dan 
seluruh penyelenggara negara (penegak hukum), serta 
institusi internasional untuk mengatasinya. Jika tidak, 
Indonesia akan tetap dipandang sebagai salah satu 
sarang terorisme di Asia Tenggara. 
  Bila ditinjau dari pendekatan Astagatra maka dapat 
dipaparkan sebagai berikut: 
a. Geografi 
 Posisi dan lokasi geografi suatu negara dapat 
memberi petunjuk mengenai tempat negara tertentu 
di atas bumi. Negara sebagai wadah suatu bangsa 
dengan batas nasional tertentu yang 
membedakannya dari negara lain, memberikan 
kemungkinan berlangsungnya perikehidupan 
nasional yang sangat dipengaruhi oleh lokasi dan 
posisi geografi negara tersebut. Secara umum, 
berdasarkan lokasinya, dikenal dua jenis negara 
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yaitu negara dikelilingi daratan dan negara 
dikelilingi lautan. Negara dikelilingi daratan 
(misalnya Laos, Swiss, Afghanistan) memiliki 
lingkungan yang bersifat serba daratan atau serba 
benua. Ciri ini mempengaruhi dan menentukan cara 
pandang di segala bidang kehidupan nasionalnya. 
Negara dikelilingi lautan terbagi dua, yakni negara 
kepulauan (archipelagic state) dan negara pulau 
(island state). Yang dimaksud dengan negara 
kepulauan adalah negara yang terjadi dari kumpulan 
pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang 
mempunyai hubungan erat satu sama lain, sehingga 
membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis, dan 
politis. Arti klasik dari archipelago adalah lautan 
yang dipenuhi pulau-pulau. Artinya, unsur laut lebih 
besar dari unsur daratan. Sementara negara pulau 
adalah negara yang mempunyai unsur daratan lebih 
besar daripada unsur laut.  
Luas wilayah Indonesia yang terhampar 
dari Sabang sampai Merauke dengan bentangan 
pulau dan perairan, maka dapat dipastikan banyak 
sekali suku bangsa dan kepercayaan yang hidup dan 
berkembang di wilayah itu. Dengan lokasi pulau 
satu dengan lain berjauhan, maka masing-masing 
memiliki adat istiadat, bahasa daerah yang 
bermacam macam dan heterogen. Kondisi ini yang 
menjadi pertimbangan tehadap cara pandang oleh 
banyak suku terhadap kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu tumbuh suburnya agama 
dan kepercayaan juga bergantung kepada asal-usul 
agama dan kepercayaan tersebut muncul, setidaknya 
masing-masing daerah memiliki histori tersendiri 
dalam kehidupan keanekaragaman agama, budaya, 
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dan perilaku. Sehingga kondisi geografi merupakan 
salah satu faktor strategis yang berpengaruh secara 
internal dalam toleransi umat beragama. 
b. Sumber Kekayaan Alam 
 Setiap anggota masyarakat hidup berkembang 
biak dan mempertahankan diri dengan cara 
memanfaatkan alam dan kekayaan yang diperoleh di 
tanah airnya. Hal ini merupakan kodrat dan fungsi 
utama semua makhluk Tuhan. Pemanfaatan itu harus 
berkembang seirama dengan perkembangan 
penduduk itu sendiri dalam segala dimensinya. 
Kekayaan alam suatu negara ialah segala sumber 
dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan 
di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu 
negara. Kekayaan alam yang ada di atmosfer 
meliputi sinar matahari, oksigen, karbondioksida, 
dan sebagainya. Kekayaan alam yang ada di 
permukaan bumi meliputi tanah, perairan laut dan 
darat (makanan protein-hewani), gunung, sumber 
hidrologi, klimatologi, fauna, dan flora. Sementara 
kekayaan alam yang ada di dalam bumi mencakup 
mineral minyak bumi, uranium, bijih besi, batubara, 
gas alam, air tanah, dan sebagainya. Salah satu sifat 
khusus sumber alam ialah distribusinya yang tidak 
teratur dan merata di bumi ini, sehingga dilihat dari 
segi sumber alam dikenal adanya negara yang kaya 
dan miskin. 
 Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi 
Sumber Kekayaan Alam, mempengaruhi pula 
terhadap pola kehidupan beragama. Ada masyarakat 
yang hidup di daerah pertanian, perkebunan, 
nelayan, pertambangan, pedesaan, dan perkotaan. 
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Kondisi alam yang kaya, tetapi dengan potensi yang 
berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, 
menyebabkan budaya yang berbeda, sekaligus 
tumbuh nilai-nilai spiritual yang berbeda juga. 
Banyaknya para pedagang yang berlabuh dari suatu 
negara asing, datang dengan membawa budaya dan 
agama. Mau tidak mau juga akan mempengaruhi 
kepada suku bangsa yang ada di daerah tersebut. 
Keanekaragaman potensi alam mereka, 
membedakan kesejahteraan dan penghasilan mereka 
juga. Dalam kehidupan beragama juga ada 
perbedaan diantara mereka. Oleh karena itu SKA ini 
merupakan salah satu gatra yang strategis juga 
dalam mempengaruhi toleransi kehidupan beragama. 
c. Demografi 
 Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu 
tempat atau wilayah tertentu. Yang termasuk dalam 
masalah kependudukan adalah soal yang 
menyangkut jumlah penduduk, komposisi penduduk, 
dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk berubah 
karena kematian, kelahiran, pendatang baru 
(imigran), dan orang yang meninggalkan wilayahnya 
(emigran). Segi positif dari pertambahan penduduk 
ialah pertambahan angkatan kerja untuk menambah 
kapasitas produksi. Segi negatifnya ialah bila 
pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan 
tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 
penduduk tidak diikuti usaha peningkatan 
kualitas/keterampilan penduduk. Komposisi 
penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, 
jenis kelamin, agama, suku bangsa dan tingkat 
pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk 
Dr. Drs. H. Sugeng Suharto, MM, MSi | 65  
 
tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kematian, 
kelahiran, dan migrasi. Distribusi penduduk adalah 
proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk 
yang ideal adalah distribusi yang sekaligus dapat 
memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan 
yaitu penyebaran merata. Kenyataan menunjukkan 
bahwa manusia ingin bertempat tinggal di daerah 
yang memungkinkan jaminan kehidupan ekonomi 
semaksimal mungkin, yakni di daerah perekonomian 
strategis. Tingkat kehidupan penduduk yang sangat 
beraneka ragam, mempengaruhi juga pola 
keragaman dalam berbudaya dan beragama. 
d. Ideologi 
 Istilah ideologi pertama sekali dikemukakan A. 
Destult de Tracy (1836) untuk menyebut cabang 
filsafat yang dinamainya science des idees. Ilmu ini 
mendasari pedagogi, etika, dan politik. Secara 
praktis, ideologi berarti ilmu tentang (terjadinya) 
cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Kalau arti itu 
diterapkan pada negara, maka ideologi dapat 
dirumuskan sebagai berikut: Kesatuan gagasan dasar 
yang disusun secara sistematis dan dianggap 
menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik 
yang individu maupun yang sosial, jadi termasuk 
hidup bernegara. Di dalam ideologi terkandung 
konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan 
oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada 
rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat 
memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan 
kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari 
suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan 
pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi 
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adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan 
ajaran yang memberikan motivasi. Di dalam 
ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan 
yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan 
ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang 
dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin 
segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu 
ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah 
dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu 
sendiri. Keampuhan ideologi suatu bangsa 
bergantung kepada rangkaian nilai yang 
dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin 
aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Tiap-tiap 
bangsa dapat mengembangkan falsafah dan 
ideologinya sendiri sesuai dengan hakikat 
kepribadian bangsa itu. Ideologi negara itu 
merupakan sistem nilai yang mencakup segenap 
nilai hidup dan kehidupan bangsa serta negara. 
Untuk mencapai ketahanan nasional diperlukan 
penghayatan dan pengamalan ideologi secara 
sungguh-sungguh, salah satunya tentang keyakinan 
yang dianut baik itu agama ataupun kepercayaannya.  
e. Politik 
 Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani. 
Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat 
negara-kota disebut polis. Plato (kira-kira tahun 347 
SM) menamakan bukunya tentang negara politeia. 
Aristoteles, murid Plato, menyebut karangannya 
tentang soal-soal kenegaraan dengan politikon. 
Maka ‘politik’ mendapat arti seni mengatur dan 
mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik 
mencakup semua kebijaksanaan/tindakan yang 
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bermaksud mengambil bagian dalam urusan 
kenegaraan/pemerintahan termasuk yang 
menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup 
urusan negara. 
 Pada umumnya suatu sistem politik mampu 
memenuhi lima fungsi utama, yakni 
mempertahankan pola, mengatur dan menyelesaikan 
ketegangan/konflik, penyesuaian, penyampaian 
tujuan dan penyatuan (integrasi). Fungsi 
mempertahankan pola yang dimaksud di sini adalah 
kemampuan mempertahankan tata cara kebiasaan, 
norma, dan prosedur yang berlaku. Berhasil tidaknya 
hal tersebut tergantung kepada penerimaan dan 
pengakuan masyarakat. Perselisihan dan konflik 
yang timbul di dalam masyarakat memerlukan tata 
cara dan prosedur penyelesaian entah berupa 
konsultasi, perundingan, perbincangan, dan 
sebagainya. Berkaitan dengan perubahan yang 
terjadi di dalam masyarakat, suatu sistem politik 
harus mampu beradaptasi dengan struktur yang 
serba dinamis baik yang bersifat nasional maupun 
internasional. Suatu sistem politik tidak mungkin 
bersifat statis/kaku. Sistem politik juga harus mampu 
mencapai tujuan nasional yang sudah ditentukan dan 
disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena 
itu, sistem sosial dalam suatu negara harus 
diintegrasikan oleh sistem politik. Ancaman, 
hambatan, dan gangguan terhadap sistem sosial 
dapat berupa rasa tidak puas, ketegangan, 
perpecahan, disintegrasi, dan sebagainya. 
 Rasa bersama dalam suasana kehidupan 
beragama muncul sebagai bukti sebagai bangsa yang 
beragama, yaitu memiliki satu agama tetapi bergaul 
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dengan pemeluk agama lain, meskipun dalam 
perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu gatra 
politik juga merupakan faktor strategis internal yang 
mempengaruhi toleransi umat beragama. 
f. Ekonomi 
 Kata ekonomi berasal dari dua kata Yunani, 
yakni oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan, 
peraturan). Maka secara harfiah, ekonomi berarti 
aturan mengenai hidup rumah tangga. Bilamana 
orang mendapat hasil sebesar-besarnya dengan 
pengeluaran, usaha dan alat sesedikit mungkin, 
maka ia disebut bertindak ekonomis rasional. 
Lebih luas, perekonomian dapat diartikan sebagai: 
1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat 
meliputi: Produksi, distribusi, dan konsumsi 
barang-barang jasa. 
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat secara individu maupun kelompok, 
serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan 
bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.  
 Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu 
negara akan memberi corak terhadap kehidupan 
perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem 
perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara 
murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh 
dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis 
dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh 
pemerintah kurang peka terhadap pengaruh-
pengaruh dari luar. Tantangan, ancaman, hambatan, 
dan gangguan terhadap kelangsungan ekonomi suatu 
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bangsa pada hakikatnya ditujukan kepada faktor 
produksi dan pengolahannya. Karena itu, pembinaan 
ekonomi pada dasarnya merupakan penentuan 
kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan faktor 
produksi serta pengolahannya di dalam produksi. 
 Faktor ekonomi juga salah satu gatra yang 
strategis juga secara internal, terkait dengan tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di 
dalamnya sudah pasti terkandung kerukunan hidup 
beragama.  
g. Sosial-Budaya 
 Kehidupan sosial terkait dengan pergaulan hidup 
manusia dalam masyarakat dimana nilai-nilai 
kebersamaan, perasaan senasib-sepenanggungan, 
dan solidaritas merupakan unsur-unsur pemersatu. 
Sementara budaya adalah sistem nilai yang 
merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta 
rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan 
utama serta merupakan kekuatan pendukung 
penggerak kehidupan. 
 Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ 
biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan 
psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap 
kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak 
dapat dipengaruhi oleh budaya asing (local genius). 
Local genius itulah pangkal segala kemampuan 
budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif 
budaya asing. 
 Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi 
dari budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau 
budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai 
nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus 
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berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur 
paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya 
lainnya. 
 Dalam setiap masyarakat, empat unsur utama 
berikut ini mendukung eksistensinya, yaitu struktur 
sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar 
sosial. Struktur sosial merupakan masyarakat yang 
terbagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu demi 
memudahkan pelaksanaan tugas masing-masing di 
dalam masyarakat. Pengawasan sosial merupakan 
sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan 
tindakan anggota masyarakat serta ilmu pengetahuan 
dan ilmu teknik empiris yang digunakan manusia 
untuk membina lingkungannya. Media sosial 
berperan penting dalam relasi sosial di dalam 
masyarakat. Landasan material untuk melakukan 
kegiatan dengan alat transportasi dan landasan 
spiritual untuk mengadakan komunikasi dengan 
bahasa. Bahasa dan alat transportasi merupakan 
media sosial yang perlu untuk relasi sosial. 
Sementara standar sosial adalah ukuran untuk 
memiliki, meneliti dan menyeleksi sikap yang 
sebaik-baiknya. Gatra Sosial Budaya merupakan 
salah satu gatra yang yang erat dengan kehidupan 
beragama, karena gatra sosial budaya terkait dengan 
kebiasaan atau adat istiadat. Bangsa Indonesia 
terbiasa dengan kebiasaan untuk melakukan banyak 
adat istiadat ketimbang ritual agamanya, tetapi unsur 
SOSBUD dan agama relatif dapat berjalan selaras 
menuju kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Toleransi dalam kehidupan sosial dan budaya, 
terjalin juga dalam kehidupan beragama.  
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h. Pertahanan-Keamanan 
 Pertahanan diarahkan untuk menghadapi 
ancaman dari luar negeri. Sementara, keamanan 
diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam 
negeri. Pertahanan-keamanan adalah daya upaya 
rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai 
inti dan merupakan salah satu fungsi utama 
pemerintah/negara dalam menegakkan ketahanan 
nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa 
dan negara, serta keamanan perjuangannya. Hal ini 
dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan 
menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan 
masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan 
nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. 
Adanya banyak agama dan keyakinan yang hidup di 
bumi Indonesia, maka gatra Pertahanan dan 
Keamanan merupakan gatra yang saling 
komplementif, maknanya bahwa ketika kehidupan 
beragama mengalami kehangatan, maka gatra 
pertahanan dan keamanan respect untuk merespon, 
sebaliknya bahwa ketenangan kehidupan agama 
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ndonesia merupakan negara yang penuh 
keanekaragaman. Banyaknya suku bangsa, agama, 
kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan. Suatu hal 
yang sangat sensitif adalah perbedaan agama atau 
sering disebut dengan toleransi beragama. Toleransi beragama 
dalam negara Republik Indonesia memiliki pengaruh yang besar 
dalam mewujudkan stabilitas nasional, dan stabilitas nasional 
akan mempengaruhi ketahanan nasional. Dengan stabilitas 
nasional yang mantap akan terjaga ketahanan nasional, 
sebalikya stabilitas nasional yang terganggu maka akan 
menimbulkan gangguan ketahanan nasional.  
 Toleransi beragama merupakan sikap yang diharapkan 
dapat dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, sesuai dengan 
keleluasaan setiap bangsa untuk memeluk agama masing-
masing sesuai dengan keinginan dan keyakinannya. Dalam sila 
pertama Pancasila, negara telah memberi dasar untuk saling 
menghormati antar umat beragama. Sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa merupakan sila yang benar-benar sesuai dengan kepribadian 
bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang santun dan memiliki agama 
atau keyakinan. Empat pilar kebangsaan yang menjadi dasar 
adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhineka Tunggal Ika. Berangkat dari 4 pilar tersebut, terkait 
dengan Kebebasan beragama menjadi hal yang menarik pada 
akhir-akhir ini.  
 I 
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 Dengan banyaknya agama maka sangat rentan sekali 
apabila tidak dibekali oleh nilai-nilai toleransi yang tinggi. Saat 
ini banyak sekali provokasi yang berdiri di balik mayoritas 
agama. Fakta tersebut misalnya dengan adanya peristiwa bulan 
Nopember 2016 dan Desember 2016, umat muslim bisa dibius 
dengan informasi penistaan agama. Adanya gerakan yang 
menentang Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.  
 Kondisi ini menjadi isu nasional tentang upaya negatif 
untuk menggoyang sikap toleransi beragama bangsa Indonesia 
yang sudah dibangun puluhan tahun lamanya setelah merdeka 
17 Agustus 1945 dan bahkan saat-saat dulu sebelum Indonesia 
merdeka. Sikap toleransi beragama yang luar biasa yang dimiliki 
bangsa Indonesia, hampir tergoyang oleh kelompok radikal yang 
ingin memiliki tujuan lain, yaitu memecah belah persatuan dan 
kesatuan dan diprediksi bisa menimbulkan desintegrasi bangsa.  
 Peningkatan Toleransi beragama ditunjukkan dengan 
kehidupan rukun dan damai para pemeluk agama, mereka antar 
umat beragama saling tolong-menolong, hormat-menghormati 
serta saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka 
melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan 
keyakinannya, dan kehidupan sosialnya dijaga untuk tetap saling 
berhubungan dan menjaga solidaritas antar umat beragama. 
Kondisi yang harmonis dalam kehidupan beragama tersebut 
akan memberi pengaruh positif pada stabilitas nasional. Dengan 
stabilitas nasional yang mantap dan terjaga dari gangguan 
intoleransi akan berdampak pada ketahanan nasional. Ketahanan 
nasional yang dimaksud adalah daya bangsa untuk tetap 
menjaga negara kesatuannya sebagai suatu keutuhan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam 
kehidupan beragama. Sebaliknya dengan rapuhnya nilai 
toleransi beragama akan menimbulkan gangguan stabilitas 
nasional yang tentunya akan melemahkan ketahanan nasional.  
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 Sisi negatif dari rapuhnya toleransi beragama berasal dari 
internal maupun eksternal negara kita. Dari internal dapat dilihat 
dari banyaknya paham-paham dari suatu agama tertentu yang 
menyebarkan isu-isu maupun polemik tentang serangan iman 
maupun gerakan-gerakan yang mengarah pada pembenaran 
suatu ajaran agama saja, baik berdalil jihad, maupun 
perjuangan-perjuangan moral keagamaan yang disebabkan oleh 
informasi modern lewat media online ataupun media sosial 
lainnya. Sedangkan eksternal dari paham-paham yang masuk ke 
Indonesia, baik yang radikalisme maupun terorisme.  
2. KONDISI TOLERANSI UMAT BERAGAMA SAAT 
INI 
 Sesuai dengan pasal 29 UUD NRI 1945 jelas ditegaskan 
bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing. Pasal ini jelas memberi hak asasi 
kepada setiap bangsa Indonesia untuk memilih agama sebagai 
hak paling asasi, artinya tidak setiap orang berani baik secara 
pribadi maupun kelompok untuk memaksa setiap orang untuk 
memeluk suatu agama tertentu, tetapi memberi kebebasan untuk 
memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Ada 5 agama 
yang diakui pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, serta pemerintah juga mengakui 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 Dalam kehidupan sehari-hari, antar umat beragama telah 
menjalin hubungan beragama dengan baik seperti ketika hari 
raya Idul Fitri, maka umat beragama Kristen, Katholik, Hindu, 
Buddha, dan Kong Hu Cu juga sebagian ikut menghormati 
bahkan saling mengirim ucapan Selamat Idul Fitri. Begitu juga 
bila Natal tiba, maka umat Islam, Hindu, Buddha dan Kong Hu 
Cu juga saling memberi ucapan selamat Natal, bahkan ikut juga 
merayakan Tahun Baru secara bersama-sama. Kondisi positif ini 
telah berjalan berabad-abad lamanya sebelum Indonesia 
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merdeka. Artinya bahwa sikap saling hormat-menghormati antar 
umat beragama telah mendarah daging dan benar-benar terjaga 
sampai saat ini. Banyak sekali orang melakukan pernikahan 
dengan beda agama, faktanya dapat hidup rukun dan damai. 
Toleransi dalam kehidupan beragama inilah yang mempererat 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  
 FAKTA FAKTA 
1. Peran FKUB 
 Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) merupakan organisasi atau wadah antar umat 
beragama yang dibuat untuk mengakomodasi dan 
memediasi kehidupan antar umat beragama, hal ini untuk 
menghindari adanya perpecahan bangsa karena beda 
agama atau kepercayaan. Toleransi memang berasal dari 
karakter maupun budaya bangsa, tetapi pemerintah tetap 
menjadi institusi yang tetap melembagakan kerukunan 
umat beragama melalui wadah Forum Komunikasi Umat 
Beragama, yaitu organisasi yang beranggotakan tokoh-
tokoh agama dari 6 agama yang diakui pemerintah 
Indonesia yaitu tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, 
tokoh agama Katholik, tokoh agama Hindu, tokoh agama 
Buddha, dan tokoh agama Khong Hu Cu.  
 Organisasi FKUB dijalankan oleh masyarakat dan 
difasilitasi oleh Pemerintah, maksudnya bahwa organisasi 
ini sifatnya konsultatif antar tokoh agama. Bila terjadi 
perselisihan atau konflik antar umat beragama, maka 
tokoh-tokoh lintas agama ini yang melakukan mediasi atau 
negosiasi agar terjadi perdamaian sehingga tidak 
meruncing sampai pada permasalahan besar.  
 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no: 8 dan 
nomor 9 tahun 2006 disebutkan sebagai berikut: 
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 1) Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan 
hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi 
saling pengertian, saling menghormati, menghargai 
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan 
kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 2). Pemeliharaan 
kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat 
beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, 
pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. 3). Rumah 
ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu 
yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk 
masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk 
tempat ibadat keluarga. 4). Organisasi Kemasyarakatan 
Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan 
adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang 
dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara 
Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan 
telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat serta 
bukan organisasi sayap partai politik. 5). Pemuka agama 
adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang 
memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak 
memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati 
oleh masyarakat setempat sebagai panutan. 6). Forum 
Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat 
FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan 
difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, 
memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk 
kerukunan dan kesejahteraan. 7). Panitia pembangunan 
rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat 
beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. 
8). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat adalah 
Dr. Drs. H. Sugeng Suharto, MM, MSi | 77  
 
izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk 
pembangunan rumah ibadat. 
 FKUB ini dibentuk di tingkat Propinsi dan 
Kabupaten/Kota, pada tingkat propinsi organisasi ini 
melakukan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh 
masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan 
aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi ormas 
keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi 
sebagai bahan kebijakan gubernur; dan melakukan 
sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan 
umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan 
FKUB di tingkat Kabupaten/Kota adalah: Melakukan 
dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, 
menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi 
masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan 
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan 
kebijakan Gubernur, melakukan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan 
yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 
pemberdayaan masyarakat dan memberikan rekomendasi 
tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 
 Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka 
agama setempat. Jumlah anggota FKUB Propinsi paling 
banyak 21 anggota dan jumlah anggota FKUB 
Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. FKUB dipimpin 
oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 
(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris 
yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Dalam 
pemberdayaan FKUB dibentuk Dewan Penasehat pada 
Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas: 
Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan 
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memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah 
daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di 
daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 
 Dewan penasehat FKUB Propinsi terdiri dari : Ketua 
: Wakil Gubernur, Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah 
Kemenag Propinsi, Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Propinsi, Anggota : Pimpinan instansi 
terkait. Sedangkan Dewan penasehat FKUB 
Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua : Wakil Bupati/Wakil 
Walikota, Wakil Ketua : Kepala Kantor Kemenag 
Kabupaten/Kota, Sekretaris: Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, Anggota : Pimpinan 
instansi terkait. Secara kuantitatif, keberadaan FKUB terus 
berkembang. Saat ini telah ada 34 FKUB tingkat provinsi 
(100%) dan 428 FKUB tingkat kabupaten/kota (84,25%) 
di Indonesia.  
 FKUB provinsi masing-masing beranggotakan 21 
orang, sedangkan FKUB kabupaten/kota beranggotakan 
17 orang pemuka agama yang mewakili majelis agama di 
wilayah bersangkutan. Kehadiran lembaga dialog pemuka 
lintas agama ini menjadi aset dan modal sosial yang sangat 
strategis bagi upaya pemeliharaan kerukunan antar umat 
beragama.  
 Hanya saja, di sisi lain, optimalitas peran FKUB 
ditengarai masih harus ditingkatkan. Ditengarai masih ada 
kelemahan dan hambatan di sekitar peran FKUB. Hal ini 
misalnya ditunjukkan hasil penelitian Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan yang dilakukan pada 2009 
terhadap 6 FKUB. Perkembangan jumlah kelembagaan 
FKUB Provinsi 2007-2013 sbb: 2007 (10), 2008 (29), 
2009 (31), 2010-2013 (33), dan 2014 (34). Sedangkan 
jumlah FKUB Kabupaten/Kota sbb: 2007 (36), 2008 
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(274), 2009 (306), 2010 (402), 2011 (409), 2012 (420), 
2013 (428), dan 2013 (428). 
 Dalam fakta ternyata FKUB belum sepenuhnya 
melaksanakan tugas fasilitasi atau melakukan mediasi 
terhadap konflik antar agama yang terjadi di masyarakat. 
Hal ini bisa diyakini bahwa masing-masing tokoh agama 
enggan melakukan dialog terkait dengan konflik agama 
karena menyangkut keyakinan orang, karena bicara agama 
merupakan hal yang sensitif sekali dan mengandung 
resiko yang tinggi, sehingga yang dilakukan para pemuka 
agama hanya menyangkut tentang seremonial ketika 
menghadiri upacara atau peringatan hari besar agama, 
kerukunan yang nampak hanya di permukaan yaitu 
tentang kehidupan toleransi menjalankan ibadah saja, 
tidak sampai pada karakter yang mendalam untuk saling 
menjaga toleransi antar umat beragama. 
 
2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Intoleransi 
Umat Beragama 
 Adanya gerakan radikalis yang mengatas namakan 
agama seperti yang terjadi di Indonesia adalah munculnya 
sikap intoleransi yang telah menyusup ke dalam 
masyarakat termasuk birokrasi.31 Staf khusus Kepala Staf 
Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani berdasar data 
dari intelejen di daerah mengungkapkan bahwa Intelejen 
menemukan fakta adanya Aparat Sipil Negara masuk 
                                                                
31
 sampai diceritakan PNS di suatu daerah demo dengan organiasi 
Islam garis keras ini dan mendapatkan sanksi dari atasannya, tetapi 
itu hanya sebagian kecil,” jelas dia dalam diskusi tentang Kebebasan 
Agama, Gerakan Takfiri dan Deradikalisasi, di Jakarta, hari Senin 
(22/02). 
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dalam organisasi massa yang intoleren, organisasi ini 
menolak terang-terangan Pancasila, dan mendirikan 
khilafah atau negara Islam. Data lain disebutkan bahwa 
ASN di suatu daerah demo dengan organisasi Islam garis 
keras dan mendapatkan sanksi dari atasannya.  
 Untuk keperluan mengawasi gerakan intoleransi, 
maka Pemerintah akan membentuk Badan Koordinasi 
Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) untuk 
mengawasi isu intoleransi. Saat ini (Oktober 2017) Badan 
ini dibentuk untuk mengganti Tim Pengawasan Aliran 
Kepercayaan (Pakem) yang sudah ada yang dinilai belum 
maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam 
mengawasi intoleransi. Badan Bakorpakem  ini 
melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Agama, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia.
32
 
 Fakta lain seperti diungkapkan dalam survey yang 
dilakukan Wahid Foundatian bahwa kerawanan 
intoleransi di Indonesia menjadi temuan utama survey 
nasional bertajuk “Potensi Intoleransi dan Radikalisme 
Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia" yang 
digelar Wahid Foundation bekerjasama dengan Lembaga 
Survei Indonesia (LSI) di Rancamaya, Bogor, Senin 
(1/8/2016).33  
 Seperti juga dalam data penelitian dari Setara 
Institute (2017) menunjukkan bahwa angka perbandingan 





 Survei ini melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi. 
Responden adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah 
menikah. Survei yang digelar dari 30 Maret sampai 9 April 2006 itu 
menggunakan metode random sampling dengan margin error sebesar 
2,6 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.  Paparan hasil survei 
tersebut bertujuan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam 
menangani persoalan intoleransi dan radikalisme. 
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tindakan dan peristiwa intoleransi seberti dalam grafik di 
bawah ini: 
Grafik 1. Angka Tindakan Intoleransi di Indonesia 
 Begitu juga dengan Gerakan Wahabi, yang juga 
merupakan gerakan radikal sebenarnya masuk Indonesia 
sejak penjajahan Belanda, meluas mulai tahun 1980-an, 




 Kepolisian sebagai salah satu organ pengawas 
terhadap intoleransi di samping kejaksaan, dan 
kementerian agama secara tugas pokok belum optimal 
dalam melakukan pengawasan. Berbagai pendapat yang 
memicu intoleransi, Polri mengatakan setidaknya ada 2 
penyebab toleransi yang terjadi di Indonesia
35
, yaitu: 
Pertama, kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat 
                                                                
34
 Said Aqil Siraj mengemukakan hal itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua 
PBNU. 
35
 Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono 
mengatakan Tumbuhnya aliran yang memfitnah, mengharamkan, 
mengkafirkan aliran lain. Akhirnya jadi satu masalah," kata Awi dalam 
suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017). 
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karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran 
agama. Kedua, terdapat aksi penolakan pendirian tempat 
ibadah. Contohnya di Pulau Jawa dengan mayoritas 
penduduk beragama Islam misalnya, terjadi penolakan 
pendirian Gereja. Sedangkan di Manado, dengan 
mayoritas penduduk beragama Nasrani, terjadi penolakan 
pendirian Masjid. Kepolisian mencatat setidaknya terdapat 
25 kasus intoleransi yang terjadi sepanjang 2016. Kasus 




 Sebagai data kualitatif tentang Intoleransi di 
Indonesia pada tahun 2015–2016 dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Gambar 1.  Intoleransi di Indonesia 
Sumber: Setara Institute, 2016 
                                                                
36
 ibid 
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 Kejaksaan sebagai pengawas dalam gerakan 
intoleransi juga tidak menunjukkan tindakan jemput bola, 
melainkan menunggu bila terjadi tindakan intoleransi, 
sehingga yang terjadi adanya penodaan agama yang 
berujung pada konflik. 
 Begitu juga Kementerian Agama, tidak ada satuan 
khusus yang mengamati tindakan umat beragama yang 
menyimpang dari ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  
 Hasil Penelitian dari Wahid Foundation tentang 
Kinerja Pemerintah dalam menangani kasus-kasus 
intoleransi di Masyarakat dapat dilihat dalam grafik Pie 
sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kinerja Pemerintah dalam Menangani Kasus-
Kasus Intoleransi di Masyarakat 2010 – 2016. 
 Sumber: Litbang Kompas, 2016 
 Dari gambar tersebut masyarakat menilai bahwa 
peran pemuka agama hanya 53,1% yang memadai dalam 
menangani kasus-kasus intoleransi. Sehingga pengawasan 
pemerintah sangat diperlukan sebelum para pemuka 
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agama dapat melakukan internalisasi terhadap toleransi 
umat beragama.  
3. Kebijakan pemerintah yang belum menyentuh 
pada urat nadi lapisan bawah umat beragama. 
  Dampak dari FKUB sebagai forum kerukunan 
umat beragama yang relatif berjalan sendiri mengurus 
agamanya sendiri, tidak ada saling diskusi dan 
bermusyawarah dalam mengembangkan kerukunan dan 
keakrababan antar umat beragama, tanpa harus 
mencampurkan kemasyarakatan dengan aqidah. Adanya 
diskusi atau dialog baru dilakukan ketika ada gesekan atau 
konflik antar umat beragama. Hubungan antar umat 
beragama bila selalu difasilitasi dengan selalu saling 
menghargai dan menjunjungi tinggi harkat martabat umat 
beragama dipastikan terjaga keharmonisan.  
  Kementerian Agama belum melakukan kegiatan 
jemput bola dalam menginiasi pertahanan kerukunan umat 
beragama, tetapi lebih pada upaya diam dan menunggu 
bila terjadi gesekan. Kordinasi belum intens dilakukan 
oleh aparatur pemerintah karena toleransi dianggap 
sebagai suatu hal sensitif dan rawan dengan konflik. 
Kebijakan pemerintah belum dirasa oleh lapisan 
masyarakat. Kebijakan pemerintah masih sebatas pada 
aturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan 
antar umat beragama, tetapi belum menyangkut substansi 
tentang upaya secara aktif ambil bagian dalam menjaga 
kerukunan antar umat beragama. 
4. Pengaruh Media Massa dan Media Elektronik. 
  Berikutnya fakta yang sangat laten, adalah 
pengaruh media internet dalam globalisasi. Dalam era 
globalisasi, dunia seakan tidak ada sekat atau batas, 
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sehingga apapun informasi yang kita butuhkan dan 
kapanpun menginginkan dapat diperoleh melalui media 
online. Media ini sangat mudah untuk memfasilitasi semua 
keinginan dan kemauan yang dikehendaki oleh siapapun. 
  Berita hoax yang muncul di media sosial kadang 
mendasarkan pada suatu nasehat spiritual dan religius 
tentang segala tafsir kehidupan. Bila tafsir dan arahan itu 
adalah suatu kebenaran, maka tentu yang diperoleh adalah 
toleransi yang diharapkan sesuai dengan toleransi yang 
diinginkan dalam pasal 29 UUD NRI 1945. Namun tidak 
sedikit informasi yang diberikan adalah provokatif 
ataupun hoax. Informasi ini kadang tidak bisa dipahami 
dan dimengerti oleh orang awam, karena menyangkut ilmu 
dan hukum agama, sehingga diperlukan suatu pemahaman 
yang serius dan benar-benar memaknai kitab suci tersebut 
secara benar dan berhati bersih, artinya tidak ada maksud 
lain dalam menafsirkan dan menterjemahkan kitab suci 
tersebut kecuali hanya ingin hidup damai, sejahtera dan 
saling menjaga perdamaian dunia yang abadi dan 
berkeadilan sosial.  
  Banyak sekali berita-berita yang disebar luaskan 
kepada masyarakat melalui internet terutama media sosial. 
Dengan penyebaran yang sering disebut dengan istilah 
share ini, baik melalui facebook, twitter, dan whatsapp. 
Setiap berita memiliki multi tafsir, bahkan kadang kala 
sulit dibedakan antara kebenaran dengan berita bohong. 
Dengan pemberitaan yang seperti ini sulit untuk 
melakukan pengawasan, karena interpretasi dari setiap 
orang juga berbeda dengan berbagai kepentingan yang 
dimiliki. Terkait dengan masalah agama sangat rentan dan 
rawan konflik. Pemberitaan yang bersifat SARA biasanya 
juga sulit dikontrol mengingat intoleransi umat beragama, 
sangat tak terduga datangnya, hanya karena masalah 
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sepele bisa berakibat fatal bila diprovokasi dengan berita-
berita yang keberadaannya belum tentu benar dan valid. 
Banyak sekali contoh, seperti berita berikut ini akan 
menimbulkan permasalahan/konflik karena terprovokasi 
Gambar 3. Boko Haram burn 375 Christians 
Sumber:htps://www.google.co.id/search=intoleransi  
 Gambar tersebut merupakan foto yang disebarkan oleh 
oknum untuk merespon kebencian terhadap umat 
beragama. Foto ini mengarah kepada gerakan Boko Haram 
di Afrika.  
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Gambar 4. Berita Hoax 
 
 Berita ini akan memancing emosi bagi kelompok muslim 
terhadap pengadilan yang memvonis Ahok dalam kasus 
penistaan agama bulan Mei 2017.  
3. Implikasi Toleransi Umat Beragama Terhadap 
Stabilitas Nasional Dan Stabilitas Nasional Terhadap 
Ketahanan Nasional 
A. Implikasi Toleransi Umat Beragama Terhadap 
Stabilitas Nasional Saat ini 
 Toleran mengandung pengertian bersikap mendiamkan, 
adapun toleransi adalah suatu sikap tenggang rasa kepada 
sesamanya. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam 
suku yang mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, memeluk 
agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda akan 
tetapi mereka tetap satu bangsa memiliki satu tanah air dan 
memiliki bahasa persatuan. Semboyan kita yakni Bhineka 
Tunggal Ika. 
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 Sifat dasar bangsa Indonesia yang amat menonjol adalah 
sifat-sifat kekeluargaan, musyawarah, percaya dan taat 
beribadah kepada Tuhan, sifat ramah-tamah, gotong-royong, 
suka menolong, dan toleransi adalah sifat yang harus kita miliki. 
 Agama merupakan suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha 
Esa, diperuntukkan bagi kemaslahatan, kebaikan, dan 
kesejahteraan umat beragama. Pluralitas adalah kenyataan yang 
diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian umat manusia harus 
menyadari dan menerima kenyataan ini untuk saling melengkapi 
dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia. 
Oleh karena itu hidup rukun adalah tidak bertengkar namun 
saling menghormati. Suasana seperti ini sangat kita butuhkan 
dalam masyarakat dan menghindari sikap menang sendiri. 
 Kebudayaan menunjuk kepada sederetan sistem 
pengetahuan yang dimiliki bersama, kebiasaan, nilai-nilai, 
peraturan, dan simbol yang berkaitan dengan tujuan seluruh 
anggota masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan sosial 
dan lingkungan fisik. Interaksi antara seni dan agama sudah 
lama menjadi kenyataan. Agama merupakan sumber etika dan 
moralitas, seni adalah salah satu wahana yang paling tepat untuk 
mempromosikan kehidupan beragama. 
 Pluralisme dapat dikatakan merupakan pengejewantahan 
moto Bhineka Tunggal Ika. Mengembangkan pluralisme 
terbantahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, 
banyak pula sub suku pedalaman. Pluralisme akan tumbuh subur 
dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia jika kedepannya 
prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum dan lain-
lain ditetapkan seksama tanpa perduli asal dan warna terutama 
solidaritas terhadap mereka yang lemah. 
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 Masyarakat kita sejak dulu biasa hidup dalam alam yang 
memiliki aneka ragam kepercayaan. Sejak awal perkembangan 
peradapannya sudah tumbuh kepercayaan kepada Tuhan, secara 
berturut-turut datanglah agama-agama yang sekarang banyak 
kita kenal. Kedatangan agama tersebut tidak berarti kepercayaan 
dan agama yang sudah ada sebelumnya hilang, tapi masih terus 
hidup dan berkembang. Semua agama dan kepercayaan 
mengajarkan kebaikan supaya mereka saling menghormati dan 
mencintai. 
 Norma agama mengajarkan kepada manusia untuk berbuat 
kebajikan kepada sesama. karena manusia adalah makhluk 
ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sama serta 
memiliki akal dan budi yang mulia. Dengan akal dan budinya, 
manusia wajib menjalin hubungan baik dengan lingkungan 
hidupnya, dengan sikap saling menghormati dan saling 
mengasihi. Setiap manusia dikaruniai hak-hak asasi yang harus 
dihormati oleh orang lain. Manusia yang percaya dan takwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan selalu berbuat baik dan 
bersikap toleran terhadap manusia lain. Sesungguhnya ancaman 
terhadap keamanan dan ketahanan nasional itu bersifat laten dan 
bisa muncul secara mendadak, oleh karena ikhtiar membangun 
stabilitas dan ketahanan nasional semakna dengan upaya 
membangun kesadaran nasionalisme sehingga terbentuk sebuah 
kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa dan negara 
Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara 
Indonesia. 
 Membangun stabilitas nasional, sering diasosiasikan 
sebagai masalah militer. Pandangan ini tidak salah. Karena 
sesungguhnya militer adalah kekuatan inti atau kekuatan utama 
dalam membangun dan mengembangkan sistem pertahanan 
nasional untuk mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karena itu, 
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pengidentifikasian masalah ketahanan sebagai masalah militer, 
bukan sesuatu hal yang baru dan bukan pula suatu bentuk 
kekeliruan logika. Sudut pandang tersebut merupakan suatu 
bentuk nyata, empirik, rasional dan kontekstual. Bahkan 
pandangan seperti itu merupakan bentuk proporsionalitas 
pemikiran mengenai tugas dan fungsi sebuah institusi negara.  
 Dengan dijaganya toleransi beragama dengan dilakukan 
pengendalian melalui FKUB, ditingkatkannya pengawasan oleh 
aparatur pemerintah melalui alat negaranya seperti kepolisian, 
kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia, maka setidaknya 
negara dalam kondisi tenang dan damai. Ketenangan dan 
kedamaian itulah merupakan indikator dari tercapainya stabilitas 
nasional.  
 Sebaliknya bila gerakan intoleransi berjalan sesuai dengan 
keinginannya dan demokrasi dimaknai sebagai kesempatan 
melakukan kegiatan dengan sebebas-bebasnya dan negara tidak 
ambil bagian dalam pengawasan intensif, serta masyarakat tidak 
peduli, maka intoleransi akan berkembang dan akan menjadi 
musuh internal yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu 
intoleransi merupakan suatu sikap yang bisa mengganggu 
stabilitas nasional. Dengan toleransi umat beragama yang 
kondusif akan mewujudkan Stabilitas Nasional.  
 
B. Implikasi Stabilitas Nasional Terhadap Ketahanan 
Nasional Saat Ini 
 Berawal dari Toleransi umat beragama yang kondusif, 
yaitu terjalinnya kerukunan umat beragama dengan ditandai 
hidup rukun damai dan saling berdampingan dengan penuh 
tenggang rasa, maka Stabilitas Nasional dapat terwujud. 
Stabilitas nasional merupakan masalah penting dalam 
membangun keberlanjutan suatu bangsa. Kendatipun dunia saat 
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ini tidak dalam keadaan perang dingin (the cold war) namun 
usaha membangun ketahanan dan keamanan tetap menjadi 
keniscayaan, karena sesungguhnya ancaman terhadap keamanan 
dan ketahanan nasional itu bersifat laten dan bisa muncul secara 
mendadak, oleh karena ikhtiar membangun stabilitas dan 
ketahanan nasional semakna dengan upaya membantu kesadaran 
nasionalisme sehingga terbentuk sebuah kesadaran kolektif dari 
seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk 
mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. 
37
   
 Berbagai kebijakan dan program dalam rangka 
mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan nasional  
yang kokoh yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan 
kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama 
mempunyai peran penting yang sangat strategis, utamanya 
sebagai landasan spirituil, moral dan etika dalam pembangunan 
ketahanan yang kokoh. Agama sebagai sistim nilai dipahami dan 
diamalkan oleh individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dinamika kehidupan 
beragama sering dijumpai kelompok, gerakan atau aliran 
keagamaan yang dianggap menyimpang dari aqidah, ibadah atau 
pendirian yang dianut oleh mayoritas umat. Keberadaannya 
sangat eklusif, radikal atau ekstrim serta memiliki fanatisme 
buta. Kelompok yang semacam ini sering disebut sekte atau 
sempalan yang menyimpang, yang biasanya sering melakukan 
tindakan intoleransi. Tindakan inilah yang mengganggu 
stabilitas nasional.  
 Stabilitas Nasional yang terwujud karena toleransi umat 
beragama disebabkan oleh tingginya nilai kerukunan antar umat 
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beragama. Untuk memantapkan kerukunan hidup umat 
beragama dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti: 1). 
Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para 
pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat 
selalu melakukan pembinaan kepada umatnya atau 
masyarakatnya. 2). sikap mental dan tindakan kedewasaan 
berpikir terhadap pemahaman agama. 3). Berfungsinya wadah 
komunikasi umat beragama.  
 Bila kerukunan umat beragama terjalin dengan baik, 
dijamin bahwa stabilitas nasional terwujud. Dengan stabilitas 
terwujud maka ketahanan nasional menjadi tangguh, sehingga 
tidak akan goyah dengan ancaman yang datang dari dalam 
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oleransi antar umat beragama merupakan sikap 
bangsa Indonesia yang sejak dulu menjadi 
warisan nenek moyang kita, tentunya menjadi 
suatu nilai positif yang bisa diagungkan. 
Pentingnya dalam membangun toleransi dan kerukunan antar 
umat beragama, ada lima prinsip yang bisa dijadikan pedoman 
semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari: (1). Tidak 
satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi 
jahat. (2). Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, 
misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada sesama. (3). 
Adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan 
agama-agama. Diantaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata 
cara ibadah. (4). Adanya bukti kebenaran agama. (5). Tidak 
boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu 
kepercayaan. Dari landasan lima prinsip ini, hal yang harus lebih 
ditunjukkan oleh semua umat beragama adalah untuk melihat 
persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini seperti dalam 
hal perdamaian, kemanusiaan, membantu program pemerintah 
dalam mencerdaskan anak bangsa, atau membantu program 
pemerintah agar rakyat mendukung dan mengawasi program 
pemerintah dalam memberantas kasus-kasus korupsi di 
Indonesia. Poin-poin inilah yang sudah dilakukan oleh tokoh-
tokoh lintas agama pada era reformasi saat ini. Di dalamnya 
terdiri dari tokoh agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, 
Buddha, dan Kong Hu chu. Hal ini jauh lebih bermanfaat 
 T 
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daripada berkutat dalam perdebatan akan hal-hal perbedaan dari 
ajaran agama dengan semangat menguji keyakinan sendiri 
dengan keyakinan orang lain. Semua perbedaan, dalam hal 
apapun adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri, karena jika 
Tuhan menghendaki keseragaman niscaya dia dapat 
melakukannya. Perbedaan hendaknya dijadikan media untuk 
berlomba dalam lapangan kemanusiaan dan penegakkan 
keadilan. Persoalan kerukunan dan toleransi ini tidak sedikit 
sering menimbulkan konflik antar umat beragama di berbagai 
daerah di Indonesia. Untuk memahami interaksi antar individu 
yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama, 
tentunya dalam hal ini sebagaimana merujuk pada teori konflik 
George Simmel yang dikutip oleh Ritzer dan Goodman (2003), 
bahwa kejadian konflik dikarenakan interaksi antar individu 
yang mempunyai “kekuatan emosional” yang kemudian 
membangun ikatan solidaritas antar sesama.  
 Toleransi umat beragama yang diharapkan adalah suatu 
bentuk kerukunan umat beragama yang tidak lagi 
memperuncing agama masing-masing, tetapi lebih pada 
persamaan untuk mendapatkan kedamaian. Dengan toleransi 
yang baik maka akan mewujudkan stabilitas nasional. Bila 
stabilitas nasional dapat tercapai maka ketahanan nasional akan 
menjadi kenyataan yaitu suatu ketangguhan bangsa dalam 
menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan 
hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. 
2. TOLERANSI UMAT BERAGAMA YANG 
DIHARAPKAN 
 Pada sub bab ini akan dipaparkan tentang Toleransi umat 
beragama dengan menjelaskan tentang peran FKUB, 
Pengawasan Pemerintah terhadap intoleransi, dan Pengaruh 
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Media Massa dan Media Elektronik terhadap radikalisme dan 
terorisme. 
a. Peran FKUB yang diharapkan 
 Untuk merealisasikan toleransi umat beragama maka perlu 
dilakukan sosialisasi terus menerus tentang kehidupan 
beragama, dan juga internalisasi terhadap umat beragama agar 
saling hormat-menghormati dan saling kasih-mengasihi, sayang-
menyayangi, dengan berprinsip pada kemanusiaan yang adil dan 
beradab.  
 Beberapa hal yang nampak alam menciptakan toleransi 
adalah fungsionalisasi terhadap Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB), yaitu mengoptimalkan fungsi FKUB agar 
menjadi wadah para pemuka agama yang dapat benar-benar 
menjembatani antar problema diantara umat beragama. 
Pemerintah sebagai fasilitator terhadap organisasi ini sehingga 
fungsi konsultatifnya benar-benar dapat dirasakan oleh para 
penganut agama yang berbeda. FKUB menjadi organisasi 
penengah dengan beranggotakan para pemuka agama, setiap 
masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus adu fisik. 
Dengan menjalankan perannya secara proporsional, maka 
kerukunan antar umat dapat berjalan dengan baik.  
b. Pengawasan Pemerintah terhadap Intoleransi 
 Pengawasan terhadap organisasi agama menjadi hal yang 
penting dilakukan oleh Pemerintah. Aparat Kejaksaan, 
Kepolisian, TNI menjadi garda terdepan untuk mengamati sepak 
terjang organisasi yang berbasis agama. Munculnya konflik 
kadang diawali dari penyampaian suatu data yang 
memprovokasi, sehingga timbul gesekan-gesekan. Kepolisian 
bersama dengan masyarakat dan TNI maupun kejaksaan ikut 
mengawasi organisasi yang sering muncul sebagai pemicu 
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radikalisme, terorisme dan komunikasi. Munculnya paham-
paham ini yang menciptakan intolerasi umat beragama, yang  
pada ujungnya menimbulkan fitnah, konflik dan perpecahan.  
 Toleransi bisa terwujud dengan senantiasa memberikan 
sosialisasi tentang kehidupan beragama yang indah dan damai, 
di samping juga penciptaan mental dan spiritual yang dilandasi 
dengan rasa kemanusiaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.  
c. Pengaruh Media Massa Dan Media Elektronik 
Dalam Radikalisme Dan Terorisme 
 Media Massa dan Media Elektronik memiliki pengaruh 
dalam membangun opini. Banyaknya media massa dan 
elektronik yang sekarang berada di tengah-tengah masyarakat 
memberi dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku 
masyarakat. Dengan seringnya berita disebarkan, maka lama 
kelamaan masyarakat menilai tentang berita tersebut sebagai 
berita yang benar, padahal faktanya berita bohong. Ada dua sisi 
mata uang yang tercermin dalam media baik massa maupun 
elektronik. Satu sisi berita media dapat meningkatkan toleransi, 
dan sisi lainya bisa memprovokasi. Bila berita yang disampaikan 
memberi opini perdamaian, maka akan terbangun kehidupan 
yang damai dan menyenangkan. Sebaliknya bila berita yang 
disampaikan atau yang ditayangkan sesuatu yang mengadu 
domba, fitnah dan saling menghina, maka akan menjadi suatu 
kebencian, permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. 
Media massa memliki peranan penting dalam mencegah 
terjadinya terorisme. Sebab media memiliki pengaruh yang 
besar di masyarakat. 
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 Untuk itu media massa harus memberitakan yang benar.
38
 
Aksi terorisme yang bisa terjadi kapan saja, tanpa memandang 
apakah terjadi di ibukota negara maupun kota lain di daerah 
yang dilakukan oleh sekelompok orang. Aksi terorisme 
sebenarnya tidak bisa dimaknai sebagai semata-mata tindakan 
pembunuhan atas kemanusiaan, namun juga sebagai tindakan 
komunikasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang 
berusaha mendapatkan ekspos pemberitaan dari aksi terorisme 
mereka. Dengan pemberitaan ini, mereka berusaha menyuarakan 
sikap politiknya yang berseberangan dengan opini publik. 
Bahkan untuk mendapatkan ekspos pemberitaan ini, kelompok 
teroris tega melakukan aksi teror yang menyebabkan nyawa 
terenggut. 
 Sebagai aktor dalam komunikasi politik, umumnya teroris 
memiliki keterbatasan dalam menyuarakan kepentingannya, 
baik keterbasatan secara ekonomi maupun keterbasan sosial-
budaya. Ini berbeda dengan aktor komunikasi politik lainnya, 
seperti partai politik, kelompok kepentingan dan sejenisnya 
yang memiliki cukup modal ekonomi untuk menyuarakan 
gagasannya. Aktor politik ini juga memiliki modal sosial-
budaya yang baik dalam membangun komunikasi dengan media 
massa melalui aktivitas kehumasannya. Ini berbeda sekali 
dengan kelompok teroris yang mengambil jarak dengan media 
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3. Analisis Implikasi Toleransi Umat Beragama 
Terhadap Stabilitas Nasional Dan Stabilitas Nasional 
Terhadap Ketahanan Nasional 
a. Implikasi Toleransi Umat Beragama Terhadap 
Stabilitas Nasional 
 Adanya FKUB yang berperan dengan baik, maka 
kehidupan harmonis antar umat beragama terjalin dengan baik. 
Pada dasarnya setiap orang itu dibekali untuk hidup rukun dan 
damai, saling menghormati dan menyayangi. Oleh karena itu 
bila para pemuka agama melaksanakan tugas dengan baik 
sebagai pemimpin bagi umat agamanya, maka tentunya mampu 
memberi penjelasan dan ketauladanan tentang apa yang harus 
dilakukan.  
 Adanya paham-paham radikalisme, terorisme, dan 
komunisme yang menyusup pada setiap insan manusia, dapat 
disaring melalui dialog-dialog yang santun dan ramah, dengan 
tidak saling menyinggung. Hakekatnya manusia itu suka 
tersinggung, tetapi kadang orang lain sengaja memancing 
permasalahan yang mungkin tidak disadari.  
 Seorang Pendeta mengatakan bahwa toleransi adalah 
“Satu perangkat kepercayaan dan tindakan yang diikuti oleh 
mereka yang berkomitmen untuk melayani dan menyembah 
Allah. Perintah pertama menuntut kita untuk percaya pada 
Tuhan, untuk menyembah dan melayani Dia, sebagai tugas 
pertama dari kebajikan agama.” Dari definisi ini, maka kita 
melihat bahwa agama mengajarkan satu perangkat kepercayaan 
atau iman dan bagaimana mewujudkan iman atau kepercayaan 
ini, baik dengan doa, ritual atau berbagai macam cara yang 
mengatur bagaimana untuk menyembah Tuhan yang dipercayai, 
maupun dengan satu pengajaran moral yang mengatur 
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bagaimana untuk hidup dengan baik sesuai dengan apa yang 
dipercayai. 
 Di sisi lain, ada orang yang mengatakan bahwa agama 
adalah free thinker. Namun, kalau kita meneliti, sungguh sulit 
menjadi free thinker yang sesungguhnya, karena seseorang 
dalam satu tatanan sosial mempunyai satu aturan atau kebiasaan 
yang harus diikuti oleh orang yang tergabung dalam masyarakat 
tersebut. Orang yang tidak mempunyai agama juga dapat 
didorong oleh alasan karena tidak mau terikat oleh satu tatanan 
– baik iman maupun moral – dari satu agama. Orang seperti ini 
adalah orang yang mengedepankan pemikiran sendiri, atau 
dengan kata lain, agamanya adalah apa yang dia pandang baik 
menurut dirinya sendiri. Namun, dalam sejarah umat manusia, 
telah dibuktikan bahwa ada banyak orang yang salah dengan 
pemikirannya, juga termasuk kaum cerdik pandai. Jadi, orang 




 Dalam ajaran Hindu dikenal adanya butir-butir kerukunan 
sebagai berikut : Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha dan Tat 
Twam Asi.  
 Tri Hita Karana. Secara harfiah Tri Hita Karana dapat 
diartikan tiga penyebab kebahagiaan. (Tri artinya tiga, Hita 
artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab). Unsur-
unsur Tri Hita Karana adalah : 
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  Alexander Philiph, Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan 
pembangunan (BPKP), Wakil Ketua Pemuda Katolik Komisariat 
Daerah Sulawesi Tengah, & Koordinator Pelatihan Sumber Daya 
Manusia di We Are Radici Trainer. "LIA, Lux In Adulescens!! (Cahaya 
Dalam Anak Muda). 
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1. Parhyangan, yaitu membina hubungan yang 
harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang 
Maha Esa. 
2. Pawongan, yaitu membina hubungan yang 
harmonis antara sesama manusia sehingga 
tercipta keselarasan, keserasian dan 
keseimbangan. 
3. Palemahan, yaitu membina hubungan yang 
harmonis antara manusia dengan alam 
lingkungannya. 
 Pada prinsipnya bahwa toleransi menurut agama Hindu 
memiliki filosofi yang mengajarkan kedamaian hidup, karena 




1. Penghayatan dan pengamalan agama perlu 
dilaksanakan secara optimal tidak hanya 
sebatas ibadah ritual saja tetapi menyentuh 
aktualisasi kehidupan nyata sehari-hari. 
2. Agar pemerintah memberikan perhatian yang 
lebih serius kepada pemuka-pemuka agama 
dan lembaga-lembaga keagamaan. 
3. Perlu difungsikan wadah musyawarah umat 
beragama dengan cara mengadakan dialog 
untuk lebih mendekatkan perasaan masing-
masing dalam rangka silaturahmi. 
 Toleransi umat beragama menurut agama Buddha 
diriwayatkan dari sifat toleransi Raja Asoka bahwa Kurang lebih 
200 tahun setelah buddha lahir, seorang raja terbesar sepanjang 
sejarah India yang bernama Asoka menjadikan agama Buddha 
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 Ida Pedanda Gede Wayahan Wanasari, dalam tabloid Yayasan Dwijendra 
Pusat Denpasar, terbit April 2012. 
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sebagai agama negara. Berkat jasanya mengutus para misionaris 
Buddhis, agama Buddha dapat menyebar ke berbagai wilayah di 
luar India: Ke arah barat menyebar sampai ke wilayah Yunani 
(walaupun tidak bertahan lama di sana), ke selatan menyebar ke 
Sri Lanka, ke timur menyebar ke Myanmar, Thailand, Malaysia, 
dan Indonesia, ke utara menyebar ke Tibet, Cina, Jepang, dan 
Korea. Namun demikian, Raja Asoka tetap menghargai dan 
menghormati berbagai agama lain yang ada saat itu. Dalam 
beberapa prasastinya tercatat bahwa Raja Asoka walaupun 
beragama Buddha mendanakan sejumlah gua sebagai tempat 
pertapaan bagi para pertapa ajaran lain. Di antara sekian banyak 
prasasti peninggalan Raja Asoka terdapat sebuah prasasti yang 
mengajarkan toleransi antar umat beragama yang berbunyi sbb: 
 “Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan 
mencela agama lain. Sebaliknya agama lain pun hendaknya 
dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian 
kita membuat agama kita sendiri berkembang, selain 
menguntungkan pula agama lain. Jika kita berbuat sebaliknya, 
kita akan merugikan agama kita sendiri selain merugikan agama 
lain. Oleh karena itu, barangsiapa menghormati agamanya 
sendiri dan mencela agama lain, semata-mata terdorong oleh 
rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan pikiran ‘Bagaimana 
aku dapat memuliakan agamaku sendiri’, justru ia akan 
merugikan agamanya sendiri. Karena itu kerukunan dianjurkan 
dengan pengertian biarlah semua orang mendengar dan 
menghormati ajaran yang dianut orang lain.” (Rock Edict XII). 
 Demikianlah agama Buddha dengan sifat toleransi dan 
pasifisme (paham cinta damai) yang tinggi dapat hidup rukun 
dan harmonis dengan agama lain dimanapun ia berkembang. 
Dalam sejarah perkembangannya, agama Buddha tidak pernah 
menyebabkan pertumpahan darah saat memperkenalkan 
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ajarannya di dalam maupun di luar India. Di Asia Timur 
khususnya di Cina agama Buddha dapat berbaur dengan 
keyakinan setempat (agama Kong Hu Cu dan Taoisme) yang 
kemudian menghasilkan keyakinan baru yang disebut Tri-
Dharma (Tiga Ajaran: Buddha, Kong Hu Cu, dan Tao). Di 
Indonesia sendiri pada masa kerajaan Majapahit kehidupan 
agama Buddha dan agama Hindu berlangsung rukun dan 
harmonis seperti yang tersirat dalam ungkapan Jawa Kuno 
“Bhinneka tunggal ika, tan hana Dharma mangrwa” (Berbeda-
beda namun tetap satu, tiada kebenaran yang mendua) yang 
tertulis dalam kitab Sutasoma.  
 Pada zaman modern ini umat Buddha telah membina 
kerukunan intern dalam agama Buddha sendiri dengan pendirian 
berbagai organisasi Buddhis internasional non-sektarian seperti 
World Buddhist Council dan World Fellowship of Buddhist yang 
berusaha mempersatukan berbagai aliran agama Buddha yang 
berbeda-beda. Pada abad ke-21 umat Buddha di seluruh dunia 
sama sekali tidak terpancing emosi ketika patung Buddha 
raksasa di Bamiyan, Afghanistan dihancurkan. Reaksi umat 
Buddha yang singkat dan damai serupa juga terjadi saat 
pendirian Buddha Bar di Indonesia. Pandangan terakhir, yakni 
dari agama Kong Hu Chu, manusia memiliki lima sifat mulia 
untuk menciptakan kehidupan harmonis, yakni Ren (cinta 
kasih), Gi (solidaritas), Lee (sopan santun), Ce (bijak, pengertian 
dan kearifan), dan Sin (rasa percaya). Memperhatikan ajaran 
Kong Hu Chu tersebut, lima sifat mulia tersebut sangat 
menekankan hubungan yang harmonis antara sesama manusia 
dengan manusia lainnya, tanpa membedakan agama dan 
keyakinan, disamping hubungan harmonis dengan Tuhan dan 
serta lingkungannya.  
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 Terbukti, tiap agama mengajarkan untuk saling mengasihi 
dan menyayangi tiap umat tanpa memandang keyakinannya. 
Sayangnya, lagi-lagi konflik antar umat beragama terjadi untuk 
kesekian kalinya di Indonesia. Hal tersebut tercerminkan dari 
hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pengurus Setara Institut 
(BPSI) tentang keberagaman publik. Hasil survey menyatakan, 
sebagian besar responden, yakni 45,9%, membuktikan bahwa 
keberlangsungan kemajemukan di Indonesia sedang terancam. 
 Dari 6 Agama yang ada di Indonesia pada hakekatnya 
mengajarkan kehidupan beragama, dengan saling menghormati 
agama lain dalam rangka keharmonisan. Agama selalu 
mengajarkan tentang bergaul, berhubungan dengan pemeluk 
agama lain. Secara das sollen semua menjunjung tinggi hidup 
rukun, saling tolong-menolong antar masing-masing pemeluk 
agama, hanya saja desain tidak sejalan sehingga terjadi konflik. 
Apalagi bila diprovokasi dengan paham-paham intoleransi yang 
mengadu domba dan pada ujungnya menimbulkan desintegrasi 
bangsa dengan isu SARA.  
 Dari pandangan beberapa agama tersebut, maka para 
pemuka agama yang tergabung di dalam Forum Kerukunan 
Umat Beragama dituntut untuk menjadi fasilitator sekaligus 
dinamisator, sehingga bila terjadi konflik dapat diselesaikan 
secara damai dan tidak sampai menyulut pada perpecahan.  
 Selanjutnya kondisi yang diharapkan dalam terciptanya 
toleransi umat beragama adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap organisasi-organisasi keagamaan atau 
yang mengatasnamakan agama. Peran serta pengawasan ini 
melibatkan kejaksaan, kepolisian, tentara dan bahkan 
masyarakat secara luas.  
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 Berdasarkan Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengharuskan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai 
kepolisian nasional dan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. 
 Polri mempunyai tingkat profesional yang dapat bersinergi 
dengan masyarakat sebagai wujud dari kemitraan antara lain : 
a. Menanggulangi faktor korelatif kriminogen (fkk) 
yang merupakan kondisi dinamis masyarakat 
berupa kondisi/sosial politik, ekonomi, budaya 
dan pertahanan keamanan yang berpeluang 
memiliki kerawanan sosial yaitu dengan pola pre-
emtif, yaitu merupakan kegiatan penyuluhan 
/penerangan, pembinaan dan penggalangan 
masyarakat. Sebagai subyek adalah polri (fungsi 
intelijen, bimmas dan hubungan masyarakat), 
bersama–sama/bermitra dengan instansi terkait 
dan potensi masyarakat yang ada (community 
policing) termasuk para tokoh agama. 
b. Menanggulangi faktor police hazard (ph) yang 
merupakan kondisi statis maupun dinamis potensi 
wilayah, adalah merupakan lokasi/tempat yang 
berpotensi terjadinya berbagai jenis gangguan 
kamtibmas, dengan pola preventif, yaitu 
melakukan upaya penjagaan, pengawalan, patroli 
pada lokasi ph tersebut. Yang menjadi subyek 
adalah fungsi samapta polri, bersama-sama 
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dengan instansi terkait lainnya dan masyarakat 
melalui siskamling. 
c. Menanggulangi faktor ancaman faktual (af) yang 
merupakan fakta terjadinya gangguan kamtibmas 
yang sudah merugikan jiwa, harta benda, fasilitas 
maupun lingkungan hidup masyarakat, dengan 
pola penegakkan hukum/represif. Sebagai subyek 
yang bertanggung jawab sesuai amanat undang-
undang adalah pengemban fungsi reserse 
kepolisian dalam rangka upaya penyidikan dan 
penegakkan hukum unsur-unsur dalam forum 
criminal justice system (cjs). 
 Yang dimaksud alat negara di atas adalah bahwa Polri 
yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan negara dalam 
menjalankan tugas pokoknya di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Selanjutnya, sesuai pasal 13 tugas pokok Kepolisian 
Negara Republik Indonesia adalah : Memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
 Disamping tugas pokok, ada kewenangan yang dimiliki 
oleh Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana 
diatur pada UU Polri pasal 15 ayat (1) huruf a yaitu menerima 
laporan dan/atau pengaduan dan huruf d yaitu mengawasi aliran 
yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tugas dan fungsi polisi 
diharapkan dapat menjaga toleransi umat beragama, sehingga 
pelaksanaan kehidupan beragama dapat berjalan rukun dan 
damai.  
 Pengawasan berikutnya yang diharapkan adalah 
pengawasan oleh kejaksaan terkait intoleransi. Pemerintah telah 
membentuk Badan Kordinasi Pengawas Kepercayaan 
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Masyarakat (Bakorpakem) merupakan pengganti dari Pengawas 
Kepercayaan Masyarakat (Pakem). Badan ini setidaknya 
menjadi media Kejaksaan dalam mengikuti sepak terjang para 
penghayat kepercayaan. Diharapkan para penghayat 
kepercayaan memiliki kontribusi terhadap toleransi umat 
beragama di Indonesia.  
 Dari pengawasan pemerintah yang dilakukan melalui alat 
negara diharapkan dapat dideteksi secara dini gerakan-gerakan 
yang ingin menciptakan kerusuhan dengan dalih agama atau 
intoleransi. Dengan kondisi terjaminnya kerukunan umat 
beragama dan sekaligus penghayat kepercayaan, maka stabilitas 
nasional tercapai. Mantapnya stabilitas nasional memberi 
kontribusi pada ketahanan nasional, yaitu ketangguhan bangsa 
Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, 
tantangan, dan hambatan yang datang dari dalam dan luar 
negeri.  
 Satu lagi yang menjadi pokok persoalan dalam Toleransi 
Umat beragama adalah pengaruh negatif media massa dan 
media elektronik dalam memberitakan tindakan radikalisme dan 
terorisme.  
4. Indikasi Keberhasilan 
 Dengan adanya pemahaman tentang toleransi umat 
beragama, dan diketahui pokok persoalan maka dapat dirinci 
indikasi keberhasilan atas toleransi beragama yaitu: 
a. Peran aktif FKUB di seluruh Kabupaten/Kota di 
Indonesia 
1. Terbentukya FKUB dari tingkat Propinsi 
sampai terbawah tingkat Desa/Kelurahan. 
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2. Berperan aktifnya FKUB sebagai 
organisasi yang benar-benar 
menjembatani konflik yang terjadi antar 
umat beragama. 
3. Kehidupan beragama yang harmonis, 
dengan tidak ada saling hina dan 
menghinakan. 
4. Kerukunan umat beragama yang diawali 
dengan partisipasi aktif para pemuka 
agama dalam meredakan permasalahan 
konflik agama. 
5. Adanya alokasi dana yang terprogram 
untuk kegiatan antar umat beragama. 
b. Peningkatan pengawasan Pemerintah terhadap 
tindakan intoleransi yang berkembang dalam 
masyarakat 
1. Peningkatan pengawasan langsung 
lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan 
Tentara Nasional Indonesia dalam 
memantau keberadaan organisasi 
keagamaan ataupun organisai yang 
mengatasnamakan agama.  
2. Peningkatan pengawasan Kementerian 
Agama dalam memantau kegiatan 
organisasi keagamaan. 
3. Adanya tindakan tegas dari aparat negara 
terhadap penyimpangan dari ajaran 
keagamaan yang dapat menimbulkan 
keresahan masyarakat. 
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4. Adanya sanksi hukum yang dikenakan 
bagi organisasi maupun individu dalam 
melakukan tindakan radikal dan teror.  
c. Terciptanya Informasi Media Massa Dan Elektronik 
Yang Menjaga Iklim Kedamaian Antar Umat 
Beragama. 
1. Hilangnya berita yang provokatif yang 
menyudutkan suatu agama, dan 
menimbulkan sikap anarkis.  
2. Etika jurnalistik yang santun dan 
bertanggungjawab. 
3. Pemberitaan yang konstruktif dalam 
meningkatkan toleransi beragama. 
4. Tindakan pencabutan ijin kepada media 
massa yang menciptkan keresahan. 
5. Sanski yang tegas dan memberi efek jera 
bagi media massa dan jurnalis yang 
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KONSEPSI TOLERANSI UMAT BERAGAMA GUNA 
MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL DALAM 





oleransi beragama merupakan suatu sikap yang 
mencerminkan jiwa yang bijak dalam rangka 
menerima agama, keyakinan, dan kepercayaan 
kepada orang lain. Untuk melakukan tindakan tersebut 
membutuhkan jiwa tenggang rasa dan tepa salira yang tinggi, 
dengan tidak meninggalkan adab dan budaya serta nilai ibadah 
yang menjadi keimanannya. Bangsa Indonesia secara hereditas, 
memiliki sikap yang mulya itu dan merupakan warisan 
leluhurnya, sehingga kadang patut dicurigai bila bangsa 
Indonesia tidak memiliki rasa toleransi. Keanekaragaman 
bangsa Indonesia, yang tercermin dari banyaknya suku bangsa, 
luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang 
berjajar pulau-pulau, dan ratusan bahasa daerah dengan berbagai 
corak. Warna kulit dan jenis rambut serta bentuk muka yang 
berbeda-beda, menunjukkan kemajemukan asal-usul nenek 
moyangnya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa agama dan 
keyakinannya pun  juga beragam. Sehingga sebagai bangsa yang 
agung dan negara yang adi luhung ini, perlu merumuskan 
kebijakan tentang toleransi beragama dengan penuh 
pertimbangan dan kebesaran hati.  
2. Kebijakan 
 Kebijakan merupakan suatu keputusan strategis berisi 
rumusan umum yang harus dijadikan koridor dan pedoman 
untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan 
 T 
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demikian suatu kebijakan harus dirumuskan secara logis, dengan 
bahasa yang mudah dimengerti, danap menjawab pokok 
permasalahan yang dibahas, serta dapat dilaksanakan secara 
nyata melalui strategi dan berbagai upaya yang dapat diterapkan 
(applicable) (Lemhanas, 2017).  
 Berkaitan dengan judul taskap di atas, maka kebijakan 
yang dirumuskan adalah: “Optimalisai peran FKUB, 
Pengawasan Pemerintah, dan Media Massa untuk 
membangun toleransi umat beragama”  
 Kebijakan tersebut menitik beratkan pada fungsi Forum 
Komunikasi Umat Beragama sebagai mediator yang 
memfasilitasi kerukunan antar beragama, peran pengawasan 
dalam tindakan intoleransi yang biasanya menjadi 
tanggungjawab kepolisian, kejaksaan dan kementerian agama. 
Begitu juga kebijakan ini akan diharapkan menjadi pedoman 
para awak media massa baik cetak maupun elektronik dalam 
memberitakan hal-hal yang terkait dengan agama, agar tidak 
provokatif dan memicu tindakan anarkis yang menjurus 
radikalisme ataupun terorisme.  
3. Strategi 
 Strategi adalah langkah atau cara menggunakan daya, 
dana, sarana dan prasarana (kekuatan) dalam menyukseskan 
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pengaturan 
skala prioritas, pada setiap sasaran yang ingin dicapai 
(Lemhanas, 2017). Perumusan strategi sangat terkait erat dengan 
pokok-pokok persoalan yang ada.  
 Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas maka 
ditetapkan beberapa strategi sebagai  berikut : 
a. Strategi 1. Mewujudkan peran aktif kelembagaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai 
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wadah yang menaungi dan menjaga kerukunan 
umat beragama. 
1. Tujuan : Menciptakan kerukunan umat 
beragama. 
2. Sarana : Memperbanyak FKUB dengan 
membentuk pada tingkat yang terendah 
Desa/Kelurahan. 
3. Metoda : Memberi tugas kepada Propinsi 
untuk membentuk tingkat Kabupaten/Kota, 
Kota untuk membentuk tingkat Kecamatan, 
dan Kecamatan untuk membentuk tingkat 
Kelurahan/ Desa. 
b. Strategi 2. Peningkatan Pengawasan Pemerintah 
terhadap tindakan intoleransi yang berkembang 
dalam masyarakat. 
1. Tujuan : Hilangnya sikap intoleransi antar 
umat beragama. 
2. Sarana : Membangun kerjasama 
pengawasan pemerintah dengan tokoh agama. 
3. Metoda : melakukan pengawasan terhadap 
organisasi yang berbasis agama, memantau 
kegiatan, dan menindak kepada organisasi 
yang terindikasi menimbulkan keresahan. 
c. Strategi 3. Memonitor dan Menindak media 
massa dan elektronik yang diprediksi 
memberitakan informasi provokatif yang memicu 
kerawanan dan mengarah pada radikalisme dan 
terorisme. 
1. Tujuan : Mencegah berita provokatif. 
2. Sarana : Penindakan pada izin terbit. 
3. Metoda : Menindak terhadap media yang 
diindikasikan menimbulkan keresahan, 
provokasi, dan intimidasi. 
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3. Upaya 
 Upaya merupakan suatu langkah riil atau tindakan nyata 
dan bersifat teknis sebagai jabaran pernyataan strategi yang 
diterapkan, memuat minimal satu unsur siapa “subyek”, 
melakukan terhadap apa “obyek”, dengan bagaimana “metode” 
(Lemhanas, 2017).  
  Berdasar kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya 
disusun strategi-strategi tersebut dalam upaya-upaya yang harus 
dilakukan. Pencapaian tujuan berdasar kebijakan yang telah 
ditentukan dilakukan dengan mendasarkan pada siklus 
manajemen yang dikemukan oleh George R Terry, bahwa 
manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari Planning, 
Organizing, Actuating, and Controlling (POAC) dengan unsur-
unsur manajemen the six M in management, yaitu Man, Money, 
Material, Machine, Methods, and Market.  
 Dengan berpedoman pada unsur manajeman POAC di 
atas, maka upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
toleransi umat beragama guna mewujudkan stabilitas nasional 
dalam rangka ketahanan nasional adalah sebagai berikut: 
 Dari Strategi yang telah ditentukan, dapat dirumuskan 
upaya sebagai berikut: 
a. Upaya-upaya Strategi 1. Mewujudkan Peran Aktif 
Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama 
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Upaya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Kemenpolhukam, Kemenag, Kemendagri, 
Kemensos, Bappenas, Kominfo, Pemda, TNI, 
Polri, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat,  dan 
Tokoh Adat mempercepat reorientasi, edukasi, 
keteladanan, penyuluhan kepada organisasi 
keagamaan agar dipahami tentang kerukunan 
hidup beragama. Hal ini dilakukan dengan 
maksud agar organisasi keagaman menjadi 
tauladan dalam menciptakan kerukunan. 
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan. 
b. Kemenpolhukam, Kemenag, Kemendagri, 
Kemensos, Bappenas, Kominfo, Pemda, TNI, 
Polri, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat,  dan 
Tokoh Adat memberikan pendidikan dan 
wawasan kepada pemuka agama melalui 
penyuluhan dan penataran dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM tokoh lintas agama. 
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan. 
c. Kemenpolhukam, Kemenag, Kemendagri, 
Kemensos, Bappenas, Kominfo, Pemda, TNI, 
Polri, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat,  dan 
Tokoh Adat membekali pengurus Forum 
Kerukunan Umat Beragama agar menjalin 
networking sehingga dapat diantisipasi tindakan 
intoleransi. Kegiatan ini dilakukan secara 
bertahap dan berkelanjutan.  
d. Kemenpolhukam, Kemenag, Kemendagri, 
Kemensos, Bappenas, Kominfo, Pemda, TNI, 
Polri, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan 
Tokoh Adat  secara bersama-sama membangun 
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sarana prasarana dan infrastruktur kelembagaan 
keagamaan melalui perencanaan dan pengajuan 
anggaran agar berbagai kegiatan terkoordinir 
dengan baik dan tujuan bersama tercapai.  
e. Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui 
diskusi khusus/mekanisme yang dibahas bersama 
memfasilitasi para pemuka agama dan 
masyarakat umat beragama membentuk 
kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama 
dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, 
Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar dapat 
terjalin toleransi umat beragama secara terus 
menerus. 
 
b. Upaya-upaya Strategi 2 : Peningkatan Pengawasan 
Pemerintah terhadap tindakan intoleransi yang 
berkembang dalam masyarakat. 
 


























































































































Upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional 
Indonesia, dan BNPT melakukan kegiatan 
anjangsana dan pendampingan kepada 
masyarakat umat beragama dalam rangka 
pengawasan preventif agar tidak terjadi 
tindakan intoleransi. Kegiatan ini dilakukan 
secara terus-menerus dan bertahap. 
b. Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional 
Indonesia, BNPT dan Pemda baik Propinsi 
maupun Kabupaten/ Kota secara bersama-sama 
meningkatkan pengawasan dalam rangka 
mencegah intoleransi dengan Pemuka 
Agama/tokoh lintas agama, dengan dilakukan 
secara bertahap dan berlanjut. 
c. Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BNPT 
melakukan anjangsana dan kordinasi dengan 
Pengurus FKUB dalam rangka peningkatan 
networking dengan para pemuka agama. Hal 
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ini dilakukan agar dapat memonitor secara 
langsung kegiatan organisasi keagamaan dan 
para pemuka agamanya agar dapat diantisipasi 
bila terjadi hal-hal yang meresahkan terkait 
dengan kerukunan umat beragama.  
d. Kejaksaan, Kepolisian, BNPT, dan Pemda 
menindak organisasi keagamaan, maupun 
masyarakat secara perorangan, setelah dipantau 
dan dibina secara bertahap.  
e. Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, BNPT, OPD 
Pemda mengadakan diskusi dan dialog rutin 
dalam rangka mencegah terjadinya tindakan 
intoleransi. Masing pihak melaksanakan tugas 
sesuai dengan tupoksinya. Kegiatan ini 
diharapkan dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan. 
 
c. Strategi   3.  Memonitor dan Menindak media massa dan 
elektronik yang diprediksi memberitakan provokatif 
yang memicu kerawanan dan mengarah pada radikalisme 
dan terorisme. 
 
Tabel 3. Memonitor dan Menindak Media Massa & 
Elektronik 
Yang dipridiksi provokatif dan memicu kerawanan 
 

































































































Dari tabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
a. Kemenag, Kominfo, Pemda, TNI, Polri, 
Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Tokoh 
Adat menyelenggarakan kegiatan untuk 
meningkatkan nilai-nilai jurnalistik yang 
bertanggungjawab dengan melakukan 
pemantauan terhadap media massa baik 
audio, audiovisual, cetak, maupun elektronik, 
dilakukan secara bertahap dan berlanjut. 
b. Kemenag, Kominfo, Pemda, TNI, Polri, 
Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Tokoh 
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Adat menyelenggarakan kegiatan dialog 
untuk meningkatkan wawasan kebangsaan 
kepada para junalis yang dilakukan secara 
bertahap dan berkelanjutan. 
c.  Kemenag, Kominfo, Pemda, TNI, Polri, 
Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Tokoh 
Adat memantau dan mengkaji contens berita 
(isi berita) yang terindikasi menimbulkan 
kerawanan bahkan memicu konflik. Kegiatan 
ini dilakukan secara terus-menerus tanpa ada 
batas waktu.  
d. Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan 
lintas agama, dan diberitakan melalui semua 
media massa sebagai wujud dari toleransi 
umat beragama. Kegiatan ini dimaksudkan 
agar terjalin kerukunan beragama akibat dari 
berita yang menyejukkan dan tidak 
provokatif. 
e. Kejaksaan, Kepolisian, dan Kominfo 
melakukan tindakan pencabutan ijin 
penerbitan kepada media massa atau kepada 
jurnalis sebagai wujud penindakan atau 
sanksi atas pemberitaan yang tendensius, 
memicu konflik dan memberitakan 
kebohongan. Kegiatan ini dilakukan sewaktu- 
waktu bila diketahui ada pelanggaran baik 














ntoleransi merupakan suatu bahaya yang perlu 
diwaspadai karena menimbulkan rasa saling 
menghina maupun mengejek.  Dengan saling 
menghargai antar umat beragama, maka kehidupan berbangsa 
dan bernegara akan terjalin dengan harmonis dan sinergis.  
 Fungsi pengawasan terhadap organisasi yang 
mengatasnamakan agama harus dilakukan terus-menerus 
sepanjang masa, agar tidak ada peluang kesempatan untuk 
mengadu domba diantara kita para penganut agama dan 
penghayat kepercayaan. Bila menemui organisasi yang 
mengatasnamakan atau  berbasis agama dan melakukan kegiatan 
yang tidak sepantasnya atau menurut kepatutan dalam 
kehidupan sosial, maka patut untuk dicurigai dalam rangka 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945.  
 Media massa saat ini belum bisa menjadi penyejuk dalam 
kehidupan beragama, tetapi yang terjadi menjadi provokator atas 
tindakan radikalis dan teroris. Harapannya adanya regulasi yang 
mengatur tentang etika pemberitaan dan tanggungjawab moral 
untuk tidak memberitakan hal-hal yang bernuansa suku agama 
dan ras (sara).  
 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ditantang 
untuk menjadi jembatan keharmonisan kerukunan umat 
beragama karena keanggotaannya para pemuka agama, dan 
memiliki peran untuk melakukan mediasi bila terjadi konflik 
agama. Akhirnya ada suatu harapan bahwa organisasi ini 
berfungsi dengan baik menjadi pereda konflik, sehingga ikut 
 I 
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serta mewujudkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya  
ketahanan nasional tangguh. 
2. SARAN 
 Untuk terwujudnya toleransi umat beragama maka 
direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 
1) Pemerintah memfasilitasi Forum Kerukunan Umat 
Beragama untuk membentuk anak organisasinya sampai 
tingkat Desa/Kelurahan. 
2) Adanya internalisasi tentang hidup berdampingan oleh 
para pemuka agama dengan wawasan kebangsaan yang 
tinggi mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
3) Menghimbau kepada masyarakat, baik media maupun 
warga umum untuk tidak memperuncing masalah 
keimanan dengan saling menunjukkan perbedaan, tetapi 
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